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ABSTRAK

“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOTAK POS,
SUATU STUDI PADA PT POS INDONESIA (PERSEROj] KANTOR WILAYAH USAHA
POS 1V SEMARANG”, Tri Bimawan. SH., 80 Halaman. Tesis. Semarang.
Program Studi Magister Xenotariatan. Program Pasca Sarjana Uuiversitas
Diponegoro.

PT. Pos Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1995
dibentuk dengan orientasi usaha dibidang pelayanan jasa pos seperti kegiatan
mengumpul dan mengantarkan surat. Dalam usaha tersebut PT. Pos Indonesia juga
melakukan pelayanan di bidanp jasa Kotak Pos, masyarakat sebagai pelanpgan
diberikan fasilitas kotak pos scbagai tempat penampungan surat yang dijamin
kerahasiaan identitas dari pelanggan kotak pos tersebut, Jaminan privacy dari
pelanggan yang lahir dari suatu perjanjian sewa menyewa kotak pos, menimbulkan
masaiah dimana maraknya tindak kejahatan berupa penggunaan kotak pos yang jauh
dart Tungsi semulahnya, celah fasilitas privacy dijadikan alasan. Pelakuy kejahatan
dalam modus operasinya menggunakan fasilitas kotak pos untuk melakukan penipuan
baik vang berkedok lowongan kerja sampai pada tindakan pencurian lewat internet,
Tindakan-tindakan fersebut sangat merugikan masyarakat juga PT. Pos Indonesia.

Metode penelitian yang penulis gunakan dari sisi pendekatan yuridis empiris,

dengan penguraian secara deskritif analitis, populasi dan sampel pada PT. Pos

Indunesia Kantor Wilayah Usaha Pos TV Semarang dengan sampel bagian hukum PT.
Pos Tndonesia, pihak swasta dan masyarakat (Person) sebagas pelanggan Kotak pos.

Kemudshan dan lemahnya identifikasi pelanggan ditambah kurangnya
pengawasan ferhadap penggunaan kotak pos Derakibal pada seringnya digunakan
kotak pos sebagal sarana melakukan tindakan penipuan. :

Mengingat maraknya penggunaan kotak pos scbagai saran tindak kejahatan
maka sistim dalam registrasi pelanggan serta sistim pengawasan terhadap penggunaan
kotak pos haruslab benar-benar diperhatikan, agar dapat meminimalisasi dan
mencegah lindak kejahatan yang menggunakan kotak pos sebagai fasilitasnya, hal i
penting karena menyangkut nama PT. Pos Indonesia sebagai usaha negara di bidang
pelayanan jasa pos juga sebagal pelaksana dari kegiatan usaha kotak pos ilu sendiri.




ABSTRACT

“Legal study on hiring agreement of Post Office Box, study on PT. Post Indonesia
(Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos IV Semarang, Tri Bimawan. SH., 78 Pages.

Thesis, Semarang, Notary Magistrate Study Program. Post Graduate Program,
Diponegora University.

Base on Government Act No. 5 1995, PT Pos Indonesia established with its
trade orientation on delivering pos service; for instance, to collect and to deliver
letter. Also, on that effort, PT Post Indonesia conduct service on the area of Pos
Office Box services, where society as its customer is Pos Office Box Facility as the
place to store letter temporary, where the secrecy of their identity is guaranteed.
Privacy guarantee of the customer, which came from pos office box hiring agreement

rise issue on luster of criminal act. That is the use of this facility far from its rea] -

function, where the privacy slot became their reason. Criminal actor in their
operational mood use this facilities their act of deception. From job opportunity cover
up to the looting through Internet, It is very harm to society an also PT Pos Indonesia.
' Research method used by the writer is from empiric Jjuridical approach, and
explanation by using analytical descriptive, population and sample on PT Pos
Indonesia Kantor Wilayah Usaha Pos IV Semarang with the sample of legal part on
PT Pos Indonesia and society as the its costumer.

Simplicity and weak of costumer identification plus lack of control againstb'

Pos Office Box customer inflict on the Pos Office Box often use as the tool of
deception. .

Considering the luster on the use of Pos Office Box as criminal act tool, then
the system on the registration and the control system against pos office user must
have big concern, in order to minimize and prevent the criminal act, this is important
because it concern the reputation of PT. Pos Indonesia as the public company in the
service of pos delivery and also as the conductor on the pos effort it self.




KATA PENGANTAR
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Assalamualaikum Wr.Wh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat .

menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul | “EAJIAN HURKUM
TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOTAK POS, SUATU

STUDI PADA PT POS INDOKESIA (PERSERO) KANTOR WILAYAH

USAHA POS IV SEMARANG” Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai‘

salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister

Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini
masih jauh dari sempurna dan harapan, Namun dengan ketekunan, tekad
dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya

penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan

dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan,

oudi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik




dalam studi  maupun dari tahap persiapan penulisan sampal {esis ini

terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa
penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan

tesis ini dapat terselesaikan.

Dari lubuk hati yang dalam penulis sampaikan rasa hormat dan
banggaku kepada kedua orang tuaku, ayahanda dan Ibunda tercinta , yang
telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendo’akan vang tiada -

henti-hentinya sampai hari ini untuk keselamatan dan kesuksesan penuilis.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-
pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di
Program Magister Kenotfariatan Universitas Diponegero dan  sewaktu

penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc selaku Rekior Universitas
Diponegoro Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.5p.PD{K) selaku Direktur
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro‘

3. Bapak H. Achmad Busro, S.H., MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro.

4. Bapak Prof. LG.N. Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi Magister

Kenotariatan Universitas Diponegoro.




5. Bapak R. Suharto, S.H., MHum selaku Sekretaris Program Studi
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

8. Bapak Mohammad Djais, SH., CN., Mhum. Selaku Dosen Wali pada
Program Studi Magister Kenotariatan.-

7. Bapak H. Achmad Busro, SH. Mhum Selaku Dosen Konsultan dan
Pembimbing dalam penulisan teéis ini yang telah tuius ikhias meluangkan
wakiu, tenaga dan .pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-
masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini,

8. Para guru Besar beserta Bapak/ibu Dosen pada Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus menularkan
iimunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister
Kenotariatan .

9. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang felah
meluangkan waktu untuk menila; kelayakan proposal penelitian penulis
dan bersedia mengu)i tesis dalam rangka meraih gelar Magister
Kenotariatan di Universitas Diponegoro. |

10. Teman-teman Mahasiswa Angkatan 2001 WMagister Kenotariatan
Universitas Diponegoro Semaréng, yang tidak dapat saya sebutkan satu
persatu.

11. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuli

perkuliahan.




12. Bapak Agus Priyana, staf bagian hukum PT. Pos indonesia Kantor
Wilayah Usaha [V Semarang.
13. Bapak Stiven Moniaga, yang telah meluangkan waktu sebagai responden
konsumen Kotak Pos.
Akhimya untuk Isteri dan Anakku tercinta, penulis ucapkan banyak
terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu
memberi  dukungan do'a serta nasehat kepada penulis selama

menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan
kerendahan hati penulis menyambuf masukan yang bermanfaat dari para
pembaca sekalian untuk memberikan kritkan dan saran-saran  yang

membangun.

Semoga penulisan tesis int dapat memberikan manfaat dan kontribusi
positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk

perkambangan ilmu hukum pada khususnya. Wassalam Wr. Wo.

Semarang, Okiober 2003

Penuiis,
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau secara
geografis sangatlah sulit dihubungi dengan singkat satu persatu.
Wilayah Indonesia terbagi dalam tiga bagian yaitu Indonesia Barat,
Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, kesulitan menghubung:i tiap- -
tiap wilayah indonesia dalam waktﬁ singkat bukan saja di alami
secara transportasi tetapi juga menjadi kendala dalam pemberian
arus informasi.

Dalam bidang transportasi kita ketahui merupakan problem_
vang di alami oleh PT. Pelni di bidang pelayaran laut, dan maskapai-
maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia Airlines (GIA) di
bidang transportasi udara dan beberapa maskapai asing lainnya,
sedangkan untuk arus informasi yang selalu terkait dengan
kelancaran transportasi dirasakan pada bidang media cetak dan
televisi sebagai media elektronik yang pengembangannya lebih pada
permnasalahan biaya operasional untuk mendirikan stasiun relay di

daeran.

UPT-PUSTAK-Usiip!
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Kegiatan lain yang juga tergantung pada kelancaran
transportasi dengan kepentingan menjembatani arus informasi (bagi
media cetak) dan berita pribadi bagi masyarakat di tempat tersebut
adalah yang kita kenal dengan Kantor Pos.

Secara spesifikasi usaha Kantor Pos melayani kegiatan surat-
menyurat, pengiriman dan penerimaan paket, pengiriman dan
penerimaan wesel pos dan penjualan benda-benda pos seperti
prangko, materai, kartu pos, dan benda-benda lainnya, bahkan
dalam perkembangan kedepan orientasi kerja dari PT.Pos Indonesia
akan dipertuas dan disesuaikan dengan tuntutan dan kepentingan
masyarakat setempat.

PT. Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara

yang pada awainya di dirikan di Batavia pada tanggal 26 agustus

1746 pada masa Gubernur Jenderal G.W. Baron Van Imhoff, dalam
perjalanan sejarahnya PT. Pos Indonesia (Persero) télah mengalami
beberapa perubahan, yang terakhir dengan mengubah Perum Pos
dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (Persero} berdasarkan Peraturan
Pemerintall Nomor. 5 tahun 1995 pada tanggal 20 juni 1995,
perubahan ini dimaksudkan ﬁntuk lebih mengoptimalkan kinerja
kerja berupa pelayanan pada masyarakat di bidang surat-menyurat

yang menjadi bidang usaha dari PT.Pos Indonesia.




Seiring dengan perubahan status PT. Pos Indonesia dari
Perusahaam Umum . menjadi Persero maka dari segl pelayanan
diharapkan dapat meningkat, peningkatan kearah pelayanan
tersebut, telah menjadi komitmen oleh PT. Pos Indonesia (Persero),
terlihat dengan diperbanyaknya/diperluasnya bidang usaha dari PT.
Pos Indonesia yang antara lain ;

i. Layanan di Bidang Komunikasi,

2. Layanan Logistik,

3. Llayanan Finasial,

I

. Layanan Keagenan.
Jenis pelayanan lain yang dapat dikategorikan dalam pelayanan
logistik adalah pelayanan berupa penyediaan Kotak Pos {Pos box).
Kotak pos hadir sebagai bagian dari pelayanan PT. Pos
Indonesia dengan pelayanan berupa kotak penyimpanan surat vang
mengatasnamakan seseorang/instansi swasta maupun pemerintah
sehagal penyewa, sehingga menjamin privacy dari seseorang/instanst
terseput.
Pelayanan kotak pos juga dimaksud umntuk mempermudah
pengumpulan surat olel seseorang atau instansi terhadap surat-
sural  yang ditujukan kepadanya, pada umumnya kotak pos

diginakan untuk menerima surat-surat lamaran kerja yang




umniya peluang kerja tersebut telah diumumkan oleh instansi
atau perseorangén yang bersangkutan, dimana status dari instansi
atau perseorangan tersebut lewat koneksi sebagai pelanggan kotak
pos diminta untuk tidak disebutkan, sehingga memberikan jaminan
kerahasiaan alamat si penerima?l.

Kotak Pos secara asumsi umum dipandang sama dengan
Tromol Pos dan PO.Box, namun dalam spesifikasi bentuk surat dan
bentuk paket berbeda, paket dan surat yang didaftarkan lewat sewa-
menyewa Kotak Pos memiliki media atau ukuran vang lebih kecil darj
pakel atauw surat yang diglaftarkan lewat perjanjian sewa menyewa
Tromol Pos,

Pada perkembangan sekarang tujuan dan fungsi dari Kotak
Fos berpeiuang mengarah kepenggunaan oleh oknum vang tida‘x‘
pertanggungjawab, dengan menggunakan celah hukum jaminan
privacy yang diperoleh dari sewa menyewa kotak pos oleh kantor Pos
setempat.

Tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab tersebut
mulai dart yang tidak berakibat merugikan orang lain sampai pada
akibat yang paling buruk adalah tindakan pidana berupa penipuan-

penipuan seperti Lowongan kerja fikiif yang mencoba mengaminl

‘Hasil wawancara dengan Bapak Agus Privans bagian Hukum T Pos fndonesia (Persero)
Kantor Wilayah Usah Pos IV Semarang pada tanggal 20 Mei 2003,

. e . . e e e 2 e SRR
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weuntungan dari  sesuatu  yang diminta dari  calon tenaga
kerja/pelamar, permintaannya bisa berupa benda-benda pos atau
wesel/kiriman  sejumlah  uang, atau tindakan pencurian yang
selkarang lagi trend yaitu pencurian lewat internet { hacker?.

Terlepas  darl  kelemahan diberikannya celah fasilitas
perlincdungan kerahasiaan terhadap pemilik Kotak Pos, PT. Pos
Indonesia  juga dalam suatu perjanjian sewa menyewa tidak
bertanggungjawab terhadap kerugian dan tindakan hukum yang
dilakulkan oleh penyewa Kotak Pos dalam artian kepentingan dan
kedudukan PT. Pos Indonesia hanya sebagai pemberi sewa Kotak Pos
dan tidak bertanggungjawab terhadap kegunaan dan peruntukan

dari Kotak Pos tersebut oleh Pihak Penyewa.

Dapat dipahami sulitnya posisi dari PT. Pos Indonesia dalam

bekerja sama dengan pihak petugas untuk  mengungkap
kemunglinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kotak pos
tersebut, karena dalam perjanjian PT.Pos Indonesia terikat pada
klausula jaminan kerahasiaan.

Menerobos dilema dari perjanjian sewa menyewa kotak pos, PT.
Pos Indonesia memberikan kemungkinan pemeriksaan penggunaan

Kotak Pos dan penekanan terhadap fungsi disewanya kotak pos,

*Hasil wawancars dengan konsumen Bapak Stiven dari swasta pada tanggal 28 Mei 2003

1 e P T T T 7 S g e e e




namun pada perjanjian selanjutnya dinyatakan bahwa PT. Pos

Indonesia sebagai pemilik Kotak Pos tidak bertanggungjawab

terhadap penyalahgunaan Kotak Pos.

Memperhatikan tingginya tingkat [lkwalitas dan kuantitas tindak

kejahatan pada umumnya dan makin

Pos untuk tujuan-tujuan yang tidak bhertanggungjawab, kiranya

sangat penting untuk mempelajari dan menyusun lagi langkah-

langkah strategis sebagai pengujian Klasifikasi dat validitas data

pihak penyewa untuk melengkapi prosedur sewa menyewa kotak pos,

disamping itu penting untuk menegaskan balas-batas hak dan

kewajibani dari pihak penyewa sehingga memungkinkan pihak

pemberl sewa juga melaksanakan X
tindakan preventatif dari kemungkin

miliknya oleh pihak penyewa.

TT
i

ewajiban publiknya sebagai

al lain yang perlu dipikirkan adalah kemungkinan dibuatkan

bola pengawasan yang panias dan tgpat dilakukean, tentu dengan

tetap berorientasi dan memperhatikan kerahasiaan dari penyewa

Kotak Pos, karena memang tujuan dari sewa menyewa Kotak Pos ini

memberikan daya tarik dari segi jamina

1 kerahasiaan.

Pentingnya hal-hal di atas untuk menjadi perhatian oleh PT.

Pos Indonesia, oleh penulis akan lebih

1 o
mendalam dikaji dalam suatu

maraknya penggunaan kotak

an penyalahgunaan fasilitas




penéﬁtian yang akan menampilkan prosedur-prosedur baku yang
berlaku sekarang di PT. Pos Indonesia dalam kegiatan sewa menyewa
Kotak Pos untuk menemukan kemungkinan celah kelemahan dan
solusi perubahannya, serta menemukan dan merumuskan kembali
hak dan kewgjiban para pihak yang lahir dari perjanjian sewa

menyewa yang dibuat oleh kedua belah pihak.

1.2, Perumusan Masalah.

Dalam Kajian hukum terhadap perjanjian sewa menyewa kotak
pos, dengan studi pada PT. Pos Indonesia (Persero} Kantor Wilayah
Usaha Pos IV Semarang, penulis dapat merumuskan beberapa
permasalahan yang penting untuk dikaji yaitu :

1. Bagaimana prosedur sewa menyewa Kotak Pos pada Kantor
Wilayaly Usaha Pos VI Semarang dan perlindungan hukumnya

bagl PT. Pos Indonesia dan bagi Konsumen ?

e

Bagaimana hak dan kewajiban para pihak jika terjadi wanprestasi
dalam perjanjian sewa menyewa Kotak Pos ?

3. Bagaimana batas-batas pengawasan dan tindakan apa yang dapat
aflakukan .olen PT. Pos Indonesia dalam mengantisipasi

penyalahgunaan fungsi kotak pos oleh pihak penyewa ?

e e g s e avem e ATy g e




1.3. Tujuan Penelitian.

1.

[

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui prosedur baku/standart dari sewa menyewa

Kotak Pos yang berlangsung selama ini antara pihak penyewa dan

PT. Pos Indonesia sebagai piha__k pemberi sewa, agar dari suatu

analisa  penelitian dapat memberikan masukan terhadap
perubahan prosedur yang penting untuk menjamin kebenaran

identitas pribadi dari pihak penyewa.

. Untuk mengetahui hak dan kewajiban vang timbul diantara para

pihak yang dikarenakan tindakan wanprestasi berkaitan dengan
terjadinya perjanjian sewa menyewa Kotak pos tersebut, hal ini
berhubungan dengan menumbuhkan kesadaran kewajiban
masing-masing terhadap tindakan-tindakan dikemudian hari yang
sekiranya sangat mendesak dan perlu  dilakukan  demi

kepentimgan pubhk.

. Untuk mengetahui batas pengawasan dan tindakan yang dapat

dilakukan oleh PT. Pos Indonesia dalam hal mengantisipast

kemungkinan penyalahgunaan Kotak Pos oleh Pihak penyewa.




1.4. Manfaat Penelitian.

Dari penelitian' dengan judul “KAJIAN HUKUM TERHADAP
PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOTAK POS, SUATU STUDI PADA
PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR WILAYAH USAHA POS IV
SEMARANG” penulis berharap dapat memberikan manfaat -

» DBagi pengembar.gan ilmu pengetahuan khusus dibidang hukum
perjanjian sewa menyewa agar disatu sisi dapat menjamin
penyelenggaraan kepentingan publik secara aman dan disisi
lamnya tidak melanggar kaidah-kaidah umum perjanjian sewa .
menyewa kKhususnya teﬁtang Kotak Pos.

+  DBagi pengambil I%eputusan pada PT.Pos Indonesia diharapkan
hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan menyusun
prosedur standar yang baru, yang lebih memperhatikan aspek
validitas identitas pribadi pihak penyewa Kotak Pos agar dapat’
mengakses secara cepat informasi dari pihak yang bersangkutan
sehubungan dengan penuntutan akibat penyalahgunaan fungsi
kotak pos sekaligus sebagai bentuk pengawasan.

+ DBagi kalangan Akademisi dan perguruan tinggi khususnya untuk
para peneliti yang akan mengambil obyek kajian yang sama,

diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai referensi

penehfiannya.
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2.1. PT, Pos in_donesia Sebag'a;;l’ersero.

PT. PERSERC atau PT. Perusahaan Perseroan adalah bentuk
usaha negara yang semula berbentuk Perusahaan Negara atau PN,
yang kemudian demi efisiensi diubah menjadi bentuk PT sesuai
dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1995, yang modalnya seluruh |
atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang
dipisahkan3, -

Sebelum menjadi Persero, PT. Pos Indonesia berstatus Perum
Pos dan Giro setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 1995 Perum Pos dan Giro berubah statusnya menjadi PT. Pos
Indonesia (persero) de'ngan tujuan perusahaan ialah membangun,
mengembangkan dan mengusahakan pelayanan Pos dan Giro pos,
guna  mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan untuk
menunjang p.embangunan négaré dalam rangka meningkatkan

Ketahanan Nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur.4

.G, Ral Widjaya, Hukum Perusaham, Megapain. Jakarta. 2000, hal. 14,
*Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1995 tentang PT.Pos Indonesia,

10
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Sedangkan lapangan PT. Pos Indonesia ditetapkan sebagai
Prengan mengindahkan asas-asas elconomi serta terjaminnva
keselumalan kekayaan negara, perusahaan mengadakan usaha-
usaha pelayanan sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan

'T

sermnua pihak, didukung dua laksa titik pelayanan : PT. Pos Indonesia

{Persero} siap menyampaikan amanat dimanapun anda berada,

3

PT.Pos Indonesia berharap dapat hadir di hati masyarakat. 5
2. Feungertian Perjanjian Pada Umumnya.

Retentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hulkum Perdata
mengawall ketentuan Buku 1T Kitab  Undang-undang  Hulkum
Perdnia, dengan meﬂyatafcan bahwa “Perilcatan lahir karena suatu
persetiyuan atau karena Undang-undang.” *

Selanjutnya dalam ketentuan bevikiitnya, vaitu dalam Pasal
4 Witab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa
TTiap-tiap perikatan adalah  untuk mwemberikan  sesuatu, untuk

merbiiat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatin” 7

“Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1995 Loc v

“ Mariam Darus Badrulzaman.dkk, Kompilas: Suloon Perikatan PT. Cltra
Aditya baalm Bandung. 2001 hall

< Bedbaryo Seimin, Kitab Undang-Undang Hudaon Perdoto, Sinay
Vitaliha,dakarias 19985, hal. 313,
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Dari kedua rumb.s‘an sederhana tersebut dapat dikatakan
bahwa perikatan melahirkan “kewajiban”, kepada orang perorangan
atau pihak tertentu, yang dapat berwujud dalam salah satu dari tiga
bentuk berikut, yaitu :

I. Untuk memberikan sesuatu ;
2. Untuk melakukan sesuatu dan ;
3 Untuk tidak melakukan suatu tertentu.

Istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan _
narna prestasi, selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan
dengan de‘bitur. dan pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan

kewajiban atau prestasi disebut dengén kreditur.

2.1.1. Sumber Perikatan.
Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikuts .
1. Perjanjian ,
2. Undang-undang yang dapat dibedakan ;
2.1.Undang-undang semata ;
2.2Undang—undahg kareﬁa perbuatan manusia yang ;
2.2,1 Halal ;

2.2.2 Melawan hukum ;

*Mariam Darus Badrulzaman. Aneka Hufnn Risniv. Alumni. Bandung, 1994. hal.6.
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3. Jurisprudensi ;- L

4, Hukum tertulis dan tidak tertulis ;

S. Ilmu pengetahuan hukum.

2.1.2, Jenis-denis Penkatan
Perikatan dapat dibedakan dalam berbagai-bagai jenis ¢:

1.Dilihat dari obyeknya :

a. Perikatan untuk memberikan sesuatu ;

b. Perikatan untuk berbuat sesuatu ;

¢. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu ;

Perikatan untuk memberi sesuatu {geven) dan untuk berbuat
sesuatu  (doen} dinamakan perikatan positif dan perikatan.
untuk tidak berbuat sesuatu.(niet doen) dinamakan perikatan
negatil

d. Perikatan mana suka {alternatif) :
e, Perikatan fakultatif ;
[.. Perikatan generik dan spesifik ;
g. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
{deelbaar dan ondeerlbaar);
h. Perikatan yang sepintas lalu dan terus menerus

{voorbijgaande dan voortdurende).

“Mariam Darus Badrulzaman, Lo «i2.

em i . - B T R s o
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2. Dihthat dari subyeknya maka dapat dibedakan :
a. Pertkatan tanggung menaggung (hoofdelijk atau solidair} ;
b. Perikatgn pokok dan tambahan (principale dan accessoir).
3. Dilihat dari daya kerjanya , maka dapat dibedakan :
a. Perikatan dengan ketetapan walktu ;

b. Perikatan bersyarat. 10

Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya

sejalan dengan sifat dari Buku Il Kitab Undang-undang Hukam

Perdata yang bersifat terbuka, perikatan yang lahir dari perjanjian
merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia
sehari-hari dan yang juga 'temyata banyak dipelajari oleh ahli
hukum, serta dikembanglan secara luas menjadi aturan-aturan
hukum positif vang tertulis oleh para legislator. !?

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan
dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
menyiratkan bahwa sesungguhnva dari suatu perjanjian lahirlah
kewajiban atau prestasi darn satu atau lelnh orang (pihak} kepada
safu atau lebihh orang [pihakj lainnya, vang berhak atas prestasi

terseput .

' Mo hal 8.
Y hidl, hal, 13,
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Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa
dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu
pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur] dan pihak
lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu atau lebih orang,
bahkan dengan perkembangan ilmu hukum, pihak tersebut dapat
juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Syarat-syarat Subyektif
1, Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang
mengadakan atau melangsungkan perjanjian.

Syarat ini diatur dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya kesepakatan
hehas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak,
kecual: dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena
adanya kekhilafén,. paksaan maupun penipuan. Kekhilafan tidak
mengakibatkan dapat dibatalkannya perjaﬁjian, kecuali jika
kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakekat dari kebendaan yang

menjadi pokok persetujuan.t®

“liunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia. T, Raja Grafindo Persada, Jakarta
2001, hal. 15
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2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak vang berjanji.

a. Kecakapan dalam rangka tindakan pribadi orang perorangan
(Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata)

Pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk
melakukan tindakan hukum, kecuali mereka yang masin berada

dibawah umur, yang berada di bawah pengampuan dan mereka vang

dinyatakan paﬂit (Pasal 1330 Kitab Usndang-undang Hukum

Perdata).1?
b. Kecakapan dalam hubungan dengan pemberian kuasa.

Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah kecakapan
bertindak dalam hukum, tidak hanya dari pihak yang memberi
kuasa, melainkan juga dari pihak yang menerima kuasa secara
bersama-sama. Khusus untuk orang perorangan, maka berlakulah
persyaratan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata %,

Bibid hat. 16.
Yipid hal 17,
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¢. Kecakapan dalam hubungaanya dengan sifat perwalian dan
perwakilan. ,
Dalam hal perwalian maka harus diperhatikan kewenangan

bertindal yang diberikan oleh hukum dan peraturan perundang-

undangan vang berlaku.!s

Syarat-syarat obyektif

Byarat obyektif sahnya suatu perjanjian diatur dalam 1o

i. Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-undang

hukum perdata mengenai keharusan adanya suatu obyek

d’afam perjanjian .

Hal ini adalah konsekuensi logis dari perjanjian itu sendiri.
Tanpa adanya suatu obyek yang merupakan tujuan dari para pihak,
yang berisikan hak dan kewajiban dari salah satu atau para pihak
dalam perjanjian, maka perjanjian itu sendiri “absurd” adanya.

2. Pasal 1335 sampai'dengan Pasal 1337 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata mengatur mengenai kewajiban adanya

suatu causa yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat

oleh para pihak.

“Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Loc cit.
phid, hal 18,
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Pasal 1337 . Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata
memberikan perumusan secara negatif dengar menyatakan bahwa
suatu causa dianggap sebagai terlarang, jika causa tersebut dilarang
oleh Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlalu

dalam masyarakat dari waktu ke waktu.

2.1.3. Asas-asas Umum Perjanjian
Asas -asas umum dalam perjanjian meliputi :
1. Asas Konsensualisme;

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai
Undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat
ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, se]axljﬁmya dipertegas kembali dengan ketentuan ayat 2 nya
yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut
tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak
dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan
pihaknya dalam perjanjian atau dalam hal-hal di mana oleh Undang-
undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itut?

Secara umnum, kalangan ilmuan hukum menghubungkan dan

memperiakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

""Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit Hal, 42,
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 1338 ayat (1} Kitab
Undang-u ndang Hukum Perdata sebagai asas kebebasan berkontrak
dalam hulkum perjanjian. 18
2. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadaka perjanjian dengan pihak lain harus
dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu
sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa
adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan
diadalan ol'eh para pihak, dengan kepercayaan ini, kedua pihak
mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan
mengikat sebagai 1:11i«tia1*1g-u1"1d<';115‘1g.lg
3. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam
perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya
para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa
unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan,
dan kebiasaan akan mengikat para pihak.
4. Asas Persamaan Halk.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat,

tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit bangsa,

Badoriam darus Badrulzaman foc. .
Padariam darus Badrulzaman. Zoc, Cit,

B s o L



kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain, masing-masing
pthak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua
pihak untuk menghormatisatu sama lain sebagai manusia ciptaan
Tuhan.

5. Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan
melaksanakan perjanjian itu, asas keseimbangan ini merupakan
kelanjutan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan
untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur,
namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian
1tu dengan itikad baik, dapat dilihat disini bahwa kedudukan
kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk
memperhatikan itikad baik, se]ﬁngga kedudukan kreditur dan
debitur seimbang.20
6. Asas Moral.

Asas ini berlandas pada suatu perbuatan sukarela dari
seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat
kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam
zaakwaarneming, dimana seseorang yang melakukan sustu

perbuatan dengan sukarela {moral) yang bersangkutan mempunyai

1bhid Hal 43
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kewgjibann (hukum] untuk meneruskan dan menyelesaikan
perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata.
Faktor-faktor yang memberikan motifasi pada yang bersangkutan
untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada
“kesusilaan” {moral}, sebagai panggilan dari hati nuraninya.?!

7. Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas
kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi |
perjanjian.??

8. Asas Kebiasaan.

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata, yang
dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak
hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga
hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.=
9, Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagal suatu figure hukum harus mengandung
kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat

perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para piriak,*

:fl\/izlrianl darus Badrulzaman.Loc. i,
“)bied Hal, 44

PMiariam darus Badrulzaman Loe O,
“I\aviam darus Badrulzaman Loc Cit




2.3. Pengertian Perjanjian Sewa- menyewa

1. Definisi

Sewa menyewa adal?h suatu perjanjian dengan mana pihak

i
yvang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak

yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu
l

tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang

tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianiah -

definisi yang diberikan oleh Pasal 1548 B.W. mengenai perjanjian

sewa menyewa.?s

Yang membedakan c;ilengan perjanjian jual beli adalah bahwa

dalam sewa menyewa tidak ada penyerahan dalam arti pengalihan
|

hak milik, vang ada hanyédah menyerahkan kekuasaan atas suatu
. !

barang untuk dinikmati t.f')leh sl penyewa, oleh karena itu tidak
|

dituntut atau dipersyarat;kan bahwa yang menyerahkan barang
|

) | . . .
harus pemilik barang tersebut, sebagaimana halnya dalam jual beli
|

| . .
atau tukar menukar. Jadi meskipun seseorang hanya mempunyai
1

i
“halk menikmati hasil” atas suatu barang “bukan pemilik”, yang

i
“*subckti, dieka Perjangian, PT. Citre Aditya Bandung 1995, Hal, 39.
|
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bersangkutan sudah ddpat secara sah menyewakan barang

|
tersebhytse, !
|

Karena Kkewajiban, pihak yang menyewakan adalah

menyerahkan barang untuék dinikmati dan bukannya menyerahkan
! .

hak milik atas barang itu; maka ia tidak usah pemilik dari barang

tersebut. Dengan demikian maka seorang yang mempunyai hak

nikmat-hasil dapat secara §ah menyewakan barang vang dikuasainya
B

dengan hak tersebut.2?

Kalau seorang diserahi suatu barang untuk dipakainya tanpa

kewajiban membayar sesuatu apa, maka yang terjadi adalah suatu

perjanjian pinjam pakai. J ika sl pemakai barang itu diwajibkan
membayar, maka bukan 1‘;!1 gi pinjam-pakat yang terjadi, tetapi sewa
I
I

menyetwa,s

Disebutkannya perkataan “walktu tertentu” dalam uralan Pasal
l

. .
1548 tersebut di atas, menimbulkan pertanyaan apakah maksudnya
[
itu, karena dalam perjanjlan sewa menyewa sebenarmya tidak perlu

disebutkan untuk berapaé lama barang disewanya, asal sudah

: i
disetyjui berapa harga sewanya untuk satu jam {misalnya sewa
mobil), satu hari, satu bulatfn atau satu tahun. Ada yang menafsirkan

;u

. Rat Widjays, Memma.-‘.’f&b:rm‘fr Kontrak Teori dain Frakiek Megapoin, Jakarta. 2602,
hal 141, .

,‘; whekis dnekea Perfanjion 0/: it hal.39.

“Subekti Loc. cit




bahwa maksudnya tidaklah lain daripada untuk mengemukakan
bahwa pembuat undang-undang memang memikirkan pada
perjanjian sewa menyewa dimana waktu sewa ditentukan, misalnya
untuk enam bulan, untuk dua tahun dan sebagainya. Dan
penafsiran yang demikian itu menurut pendapat kami memang tepat.
Sualtu petunjuk terdapat dalam Pasal 1579 KUHPerdata, yang hanya

dapat kita mengerti dalam alam pikiran yang dianut oleh seorang

yang pikirannya tertuju pada perjanjian sewa menyewa dimana .

waktu sewa itu ditentukan. Pasal tersebut berbunyi : “Pihak yang
menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya dengan menyatakan
hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika
telah diperjanjikan sebaliknya”, Teranglah bahwa Pasal ini ditujukan
dan juga hanya dapat dipakai terhadap perjanjian sewa menyewa
dengan waktu tertentu. Memang sudah selayaknya bahwa seorang
yaing sudah menyewakan barangnya misalnya untuk lima tahun,
tidak boleh menghentikan sewanya kalau waktu tersebut belum
habis, dengan dalih bahwa i1a ingin memakai sendin barang yang
disewakan itu. Apabila ia menyewakan barangnya tanpa
ditetapkannya suatu waktu tertentu, sudah barang tentu ia berhak

menghentikan sewa itu setiap waktu asal ia mengindahkan cara-cara




dan  jangka waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan
pengakhiran sewa menurut kebiasaan setempat.?®

Meskipun demikian, peraturan tentang sewa menyewa yang
termuat dalam bab ketujuh dari Buku III B'W. berlaku untuk segala
macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik yang
bergeralk maupun fak bergerak, baik yvang memakai waktu tertentu
maupun yang tidak memakai waktu ter'tentu, oleh karena “waktu
tertentu” hukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa.30

Tentang harga sewa : Kalau dalam jual beli harga harus
herupa uang, karena kaldu berupa barang perjanjiannya bukan jual
beli lagi tetapi menjadi tukar menukar, tetapi dalam sewa menyewa
tidaklah menjad: keberatan bahwa harga sewa itu berupa barang dan

jasa.l

2. Kewajiban-kewajiban Pihak yang Menyewa‘k;.an
Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban :
1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu

dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksnd;

PSubekti. Loc. Cit.
Wibid Hal4l,
*Subekti. Loe £




3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari
barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.?
Selanjutnya ia diwajibkan, selama waktu sewa, menyuruh

melakukan pembetulan-pembetulan pada barangnya yang disewakan
yang periu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang
menjadi wajibnya si penyewa. Juga ia harus menanggung si penyewa
terhadap semua cacad dari barang yang disewakan yang merintangi
pemakaian barang itu, biarpun pihak yvang menvewakan itu sendiri
tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa
menyewa. dJika cacad-cacad itu telah mengakibatkan sesuatu
lcerugian bagl si penyvewa, maka kepadanya pihak yang meﬁyewakan
diwajibkan memberikan ganti rugi (Pasal 1551 dan Pasal 1552).33
Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si
penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan
uniuk menanggulangi atau menangkis turtutan-tuntutan hukum
dari pihak ketiga, yang misalnya membantah hak si penyewa untuk
memakail barang yang disewanya. Kewajiban terselbut tidak melip-ati
pengamanan terhadap gangguan-gangguan physik, misainya orang-

orang melempari rumahnya dengan batu atau tetangga membuang

Cehid, Hal. 42,
' Subekti Loe (i,
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sampah dipekarangan rumah yang disewa, dan lain sebagainya. Hal
ini ditegaskan dalam Pasal 1556 yang berbunyi :
“Pihak  yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin s
penyewa  terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya
yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-
peristiwa tanpa memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa
dengan tidak mengurangi hak si penyewa untuk menuntut
sendiri orang itu”.

Gangguan-gangguan  dengan  “peristiwa-peristiwa” itu  harus

ditanggulangi sendiri oleh si penyewa.®

3. Kewajiban-kewsajiban si Penyewa
Bagi st penyewa ada dua kewajiban utama, ialah :
1. Memakai barang yang disewa sebagal seorang “bapak rumah
vang baik”, sesuai dengan tujuan yvang diberikan kepada
barang ilu menuruf perjanjian sewanya ;

Membayar harga sewa pada waktu-waktu vyang telah

b3

ditentukan menurut perjanjian.ss
Kewajiban untuk memakai barang sewaan sebagai secorang
“hapak rumah yang baik” berarti kewajiban untuk memakainya

seakan-akan itu barang kepunyaannya sendiri.

’ Subekt Loc Cic
N Akl Hal, 43,




Jika si penyewa memaka’ barang vang disewa untuk suatu
keperluan lain daripada yang menjadi tujuan pemakaiannya, atau
suatu  lkeperluan sedemikian rupa hingga dapat menerbitkan
kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihalk ini, menurut
keadaan, dapat meminta pembatalan sewanya (Pasal 1561
KUHPerdata). Misalnya, sebuah rumah kediaman dipakai untuk
perusahaan atau bengkel mobil.

Kalau vang disewa itu sebuah rumah kediaman, maka si
penyewa  diwgjibkan memperlengkapi rumah itu dengan perabot
rumalh  secukupnya ; jika tidak, ia dapat dipaksa untuk
mengosongkan rumah itu, kecuali jika ia memberikan cukup jaminan
untuk pembayaran uang sewanya (Pasal 1581 KUHPerdata). Dari
ketentuan ini dapat kita lihat bahwa perabot rumah itu dijadikan
Jaminan untuk pembayaran uang sewa. Hal ini menemukan
realisasinya dalam apa yang dinamakan “pandbeslag vang akan kita
bicarakan ditempat lain.3®

Sebagaimana telah kita lihat, si penyewa diwajibkan
melakukan pembetulan-pembetulan kecil dan sehari-hari. Pasal 1583
KUHPerdata memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan

dengan pembetulan-pembetulan kecil dan sehari-hari ifu, sebagai

Wouhekt Lo, Cit,




berilkkut : “ika tidak ada persetujuan, maka dianggap sebagai
demikian: pembetulan-pembetulan pada lemari-lemari toko, tutupan
jendela, kunci-kunci dalam, kaca-kaca jendela dan segala sesuatu
yang dianggap termasuk itu, menurut kebiasaan setempat™7,
Selanjutnya bagi seérang penyewa t{anah, oleh Pasal
1591KUHPerdata diletakkan kewajiban, atas ancaman membayar
ganti-rugi, untuk melaporkan kepada si pemilik tanah tentang segala
peristiwa yang dilakukan di atas pekarangan-pekarangan yang
disewa. Maksudnya adalah bahwa si pemilik dapat mengambil
tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu untuk menghentikan
perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada

tarnah miliknya 38

4, Perihal Risiko Dalam Sewa Menyewa

Menurut Pasal 1553 KUHPerdata, dalam sewa menyewa itu
risikc mengenai barang yvang dipersewakan dipikul oleh si pemilik
barang, yaitu pihak yang menyewakan. Tentang apakah artinya
“risiko” itu sudah kita i{etahui dari bagian umum dari Hukum
Perjanjian yang diatur dalam Buku III B.'W dan untuk mengulangi

lagi : risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang

ubekti Loc.Cit.
*Subekti Loc. Cit.
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disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah
satu pihak, yang menimpa barang yaﬁg menjadi obyeck perjanjian.?®
Peraturan tentang risiko dalam sewa menvewa itu tidak begitu
Jelas diterangkan oleh Pasal 1553 KUHPerdata. Peraturan tentang
risiko dalam sewa menyewa itu harus kita ambil dari Pasal 1553
KUHPerdata tersebut secara mengambil kesimpulan. Dalam Pasal ini

dituliskan Dbahwa barang yang disewa itu musnah karena suatu

persitiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, maka

perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum. Dari perkataan “gugur
demi hu_kurﬁ” inilah kita simpulkan bahwa masing-masing pihak
sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lawannya, hal
mana berarti bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang
dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Dan
i memang suatu peraturan risiko yang sudah setepatnya, karena
pada asasnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala risiko
atas barang miliknya. Pada waktu kita membahas perjaniian tukar
menukar, telah kita kemukakan bahwa peraturan rtisiko vang
diberikan oleh Pasal 1545 KUHPel'data dalam pel.janjian tukar
menukar itu memang sangat tepat, sehingga peraturan tersebut

sebaiknya dipakai sebagai pedoman untuk segala macam perjanjian

3 phicl Hal, 45
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bertimbal balik yang timbul dalam praktek. Sebagaimana diketahui,
Pasal 1545 KUHPerdata tersebut meletakkan risiko pada pundak

masing-masing pemilik barang.40

2.4. Perjanjian sewa menyewa Kotak Pos.
Berdasarkan pengertian sewa menyewa pada Pasal 1548 Kitab

Undang-undang hukum Perdata , maka dsapat disimpulkan bahwa

pengertian sewa menyewa kotak Pos adalah suatu perjanjian dengan

mana yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada
pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu
tertentu dengan pembayaran suatu harga yang telah disanggupi oleh
pihak vang terakhir, |

Kenikmatan dari suatu barang yang menjadi obvek sewa-
menyewa Kotak Pos ini adalah Kotak Pos itu sendiri, sedangkan
pihak pemberi sewa adalah PT.Pos Indonesia dan Pihak penyewa
adalah masyarakat yang dapat berasal dari segmen pasar pengusaha
(swasta), instansi pemerintah atau masyarakat umum.

Kotak pos adalah suatu. kotak yang berfungsi ‘sebagai kotak

penyimpanan surat yang datang yang didaltar menjadi obyek sewa

Wbkt L. Cit,




atas nama pelanggan dimana surat yang datang tersebut ditujukan

ke alamat kotak pos pelanggan (penyewa).

2.5. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi
2.5.1. Prestasi Dalam Perjanjian

Umumnya suatu kontrak diakhiri dengan pelaksanaan, dan

memang demikianlah yang seharusnya terjadi dan itu berarti bahwa

para pihak memenuhi apa yang telah mereka sepakati untuk _

dilaksanakan berdasarkan persyaratan vang tercantum dalam
perjanjian atau kontrak. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang
harus dilaksanakan itu disebut prestasi. Dengan terlaksananya
prestasi  itu, maka kewajiban-kewajiban para pihak Dberakhir’
Sebaliknya, apabila si berhutang atau debitur tidak
melaksanakannya, maka ia disebut melakukan wanprestasi4t

Pada pokoknya dibuatnya perjanjian adalah untuk
dilaksanakan atau dilakukan, dalam hukum perdata pelaksanaan
perjanjian ini diartikan sebagal obyek perjanjian yaitu berupa

prestasi.

Ny G Rat Widiaya, Merancang Suatu Kontrak Contract Darfiing Teoti dan Prakiek.
Meugapoin, Jakarta, 2002, hal 84, '
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Prestasi menurut hukum perdata sebagaimana di atur dalam
Pasal 1234 KUH Perdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk
berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pada perikatan atau perjanjian untuk memberikan sesuatu
prestasinya adalah berupa menyerahkan sesuatu barang atau
memberikan kenikmatan atas sesuatu barang, sebagai contoh
misalnya dalam perjanjian jual beli, maka penjual berkewajiban
untuk menyerahkan barangnya atau dalam perjanjian sewa
menyewa, maka orang yang menyewakan berkewajiban memberikan
kenikmatan atas barang yang disewakan. Sedangkan perjanjian yang
prestasinya untuk berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk

melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu barang.

2.5.2, Wanprestasi

Dapat kita pahami bersama dalam suatu perjanjian terdapat
hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kewajiban dari
debitur, yakni untuk memenuhi prestasi oleh karenanya jika ia tidak
melaksanakan kewgjiban tersebut yang bukan karena keadaan
memaksa menurut hulkum debitﬁr dianggap telah wanprestasi atau

dengan perkataan lain ingkar janji.
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Alasan seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya,
dapat disebabkan dua hal 42

1. Karena pada diri debitur ada kesalahan
Jadl dalam keadaan seperti itu, debitur tidak dapat memenuhi
kewajiban untuk berprestasi karena memang ada kesalahan,
keadaan di mana seseorang debitur tidak dapat memenuhi
prestasi kepada kreditur karena kesalahan debitur disebut
wanprestasi.

2. Sebab yang kedua mengapa debitur tidak dapat memenuhi
prestasi  kepada seorang kreditur dikarenakan adanya
Overmacht.

Wanprestasi ini dalam hukum perdata ada 3 jenis, yaitu : 93

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;

2. Terlambal memenuhi prestasi ;

Memenuhi prestasi secara tidak baik.

_(;.)

Menurut R. Subekti Wanprestasi (Kelalaian atau kealpaan)
seorang debitur dapat berupa empat macam 4%:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupt akan dilakukan;

“Hartono Hadisoeprapto. Pokok-pokok Iukum Periketarr deir ks Jantiman, Liberty.
Yogyekarta. Hal 43,

R Sedawan, FPokok-pokok Hukum Perikaion, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 18

HSabekti | Hikum Perjangion BT, Intermasa, Jakarta 1987, hal 43,




2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak

sebagaimana dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.

Sehubungan dengan wanprestasi tersebut di atas, maka yang
perlu  diketahui adalah saat kapan debitur dikatakan telah
wanprestasi atau ingkar janji. Untuk menentukan wanprestasi atau .
ingkar janji ini undang-undang telah memberikan pemecahannya
yaitu dengan lembaga “penetapan lalai” (ingerbrekestelling),
penetapan lalai ini pada pokoknya adalah suatu pesan dari kreditur
kepada debitur. Kreditur memberi tahu kapan si debitur selambat-
lambatnya untuk memenuhi prestasi atau melaksanakan perjanjian.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas untuk menentukan
hal-hal apa saja diperlukan atau tidaknya penetapan wanprestasi,
maka harus dihubungkan dengan tiga jenis dari wanprestasi atau
ingkar janji tersebut, yaitu :

1}. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
Dalam hal ini tidak diperhatikan penetapan lalal, jadi bila tegjadi di
mana debitur tidak memenuhi prestasi sama sekall maka debitur

dapat segera dituntut ganti rugi.
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2). Terlambat memenuhi prestasi
Dalam hal imi si debitur terlambat dalam memenuhi prestasi, maka
di sini diperlukan adanya penetapan lalai, jadi si debitur baru
dapat dibebani ganti rugi apabila terlebih dahulu adanya
penetapan lalai dari kreditur. Sebagai contoh dalam suatu
perjanjtan  jual beli di mana debitur berkewajiban untuk

menyerahkan bavangnnya kepada kreditur pada tanggal 20 Maret

2003, akan tetapl setelah satu bulan termyata debitur belum

menyerahkan barangn)_fa. Dalam hal ini kreditur harusiah
memberikan penetapan lalai untuk menentukan saat terjadinya
wanprestasi.
3). Memenuhi prestasi secara tidak baik

Dalam hal wanprestasi di sini dapat menimbulkan  dua akibat,
yaitu akibat yang positif dan akibat yang negatif. Bila akibat dari
wanprestasi itu adalah positif, maka tidak diperlukan adanya

j penetapan lalai, sebagai contoh menyerahizan sapi yang sakit
kepada kreditur dan sapi tersebut menularkan penyakit kepada
sapi-sapi yang lainnya milik kreditur, maka dalam hal ini debitur
wajih membayar ganti rugl tanpa didahuiuwi dengaﬁ penetapan

lalal.




Selain itu bila akibat dari wanprestasi tersebut adalah negatif,

maka diperlukan penetapan lalai. Sebagai contoh si debitur telah

menyerahkan barang yang kualitasnya nomor 2, dalam hal ini si

kreditur belum menerima apa yang menjadi haknya vaitu yang sesuai

dengan barang yang diperjanjikan yaitu kualitas nomor satu.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Dapat dikatakan metode penelitian yang dipergunakan
dalam setiap cabang ilmu pengetahuan selalu disesuailkan dengan
disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Oleh
karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda dengan
metode penelitian bidang flmu-ilmu lainnya,

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara
memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan
secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk
menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat
diartikan sebagai proses ‘prinsip-prinsip  dan  tata cara, untids
memecainkan masalah yang di hadapi dalam melakukan penelitian. *5

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah
usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguii kebenaran
suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan

metode-metode lmiah, 46

‘mu;orm Sockanta, Pengantar Penelitian Hukum, DY Pr ass, Jakarta, 1986, hal. 6,
" Sutrisno Hadi, Merodologi Research Jilid 1, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal, 4.
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Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain
untux memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.
Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah
pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan
berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Penelitian hukum hanya mempergunakan metode normatif

saja mempunyai kemampuan dan jangkauan yang terbatas 47,

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya

dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan
perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori
hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Oteh karena itu untuk menemukar metode ilmiah maka
digabungkaniah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan
empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang
logis sedangkan empiris memberikan kerangka pembuktian atau
pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. 48

Dalam metode penelitian ilmu hukuwm yang merupakan bidang
kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran,

dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang

* Rouny Hanitijo Soemiteo. Metodologi Peneliticn [fukum. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1985.
hal 9.

" Ronny Hanitijo Seemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Surioretri, Ghalia indonesia,
Jakarta, 1990, hal, 36.
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dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam
kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-
alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di

dalam rangkaian penelitian hukum, 4°

3.1. Metode Pendekatan
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian,
maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode pendekatan yang Dbersifat yuridis empiris. Dengan
pendekatan yang bersifat yuridis empiris dimaksudkan untuk dapat
memahami pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Kotak Pos.
Jadi pedekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui
hal-hal  vang mempengaruhi proses bekerjanva hukum dalam
penyelenggaraan sewa menyewa Kotak Pos, batas tanggungjawab dan

pengawﬁsan antara pemilik dan penyewa Kotak Pos.

3.2, Spesifikasi Penelitian
Spesifikast yang digunakan dalam penelitian ini bersilat
penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untul: memberi data

vang seteliti mungkin téentang suatu keadaan atau gejala-gejala

* Ronny Hanitijo Socmitro, Op.ci, hal. 9.




lainnya. 3 Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan

mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh

- mengenai  segala hal yang berhubungan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor : 5
Tahun 1995 fentang perubahan status Perum Pos dan Giro manjadi
I’T. Pos Indonesia Persero) dikaitkan dengan teori-teori hukum dan
praktek pelaksanaan hukum positif (KUH Perdata , khususnya
mengenai perjanjian sewa menyewa).

Istilah  analitis mengandung makna mengelompokan,
menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek
penetapan prosedur penyewaan Kotak Pos, hak dan kewajiban para
pthak dan batas pengawaéan yang dapat dilakukan oleh PT.Poé

Indonesia {Persero) terhadap pelanggan.

3.3. Metode Penentuan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh

unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat becar

dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh

 ‘populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja

- Socrjone Sockante, Op.ci, hel. 10,
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untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran
yang tepat dan benar, 51

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut
Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan
vang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel
tersebut harus ﬁia.mbﬂ dari populasi. 52

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan
penelitian hanya dilakukan pada daerah sampel.

Populasi penelitian ﬁmg bersifat penelitian lapangan ialah
segala informasi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan sewa
menyewa Kofak Pos antara PT. Pos Indonesia {Persero) sebagai
Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan Pos dan Giro dengan
Konsumen/pelanggan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor : &5 Tahun 1995 tentang perubahan Perum Pos dan Giro
menjadi PT.Pos Indonesia {Persero).

a. Penentuan Sampel Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada PT. POS INDONESIA Kdntor
Wilagah Usaha POS IV = Jalan Sisingamangaraja No. 45

Semarang.

** Ronny Hanitijo Soemitro, (p.cit, hal, 44,
" Jhid, hal. 47.
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Dipilihnya lokasi penelitian tersebui dengsn pertimbangan
efektifitas waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam penelitian,
pertimbangan lain PT. Pos Indonesia Kantor Wilayah Usaha Pos IV
Semarang merupakan pusat kegiatan administrasi dari seluruh
unit kantor pos yang ada di Semarang.

Penentuan Sampel Responden

Dalam rangka usaha mencari kejelasan permasalahan vang
dibahas, maka dipandang perlu untuk menggali informasi vang |
berupa pendapat atau tanggapan dari para pihak yang erat terkait

dengan pelaksanaan sewa menyewa Kotak Pos antara PT.Pos

Indonesia dan Konsumern.

Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan sewa menyewa
Kotak Pos adalah :
Pengurus perusahaan PT. Pos Indonesia {Persero) Kantor Wilayah
Usaha Pos IV Semarang, atau yang berhak mewakili dari devisi
Hukum dan devisi Administrasi.
Konsumen pada berbagai segmentasi : Bisnis dan Umum, untuk
kalangan bisnis responden édalah PT. Indoplasindo. Untuk umum
adalah Tuan Stefanus Hermawan, jumlah tersebut diangap cukup

mewakili, karena pada dasarnya dalam konsep perjanjian sewa
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menyewa kotak pos dilaksanakan dengan perjanjian baku dan

dengan perlakuan terhadap konsumen vang sama.

3.3.2. Tehnik Sampling
Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini
adalah purposive sampling (sample bertujuan), disebut purposive
karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau
dipilih yang dianggap mewakili- populasi secara keseluruhan. .
Kebaikan menggunakan sample ini kita dapat menentukan
saumpai batr;ls mana strata dalam pupulasi dapat terwakili untuk

sample yang kita gunakan. 53

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data
sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan
dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, vaitu studi

kepustakaan dan studi lapangan.

* Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendelatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal,
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3.4.1. Studi Kepustakaan
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
metode penelitian kepustakaan.5?
Penelitian  kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data
sekunder meliputi :
(1) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas :
{a} Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
(b} Peraturan Pemerintah Nomor :5 Tahun 1995 tentang
perubahan Perum Pos dan Giro menjadi PT.Pos Indonesia.
(2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas :
(a) Hasil kajian ilmiah para sarjana mengenai hukum
perjanjtan ;
(b} Penelitian  terhadap  masalah-masalah  pelaksanaan
perjanjian sewa menyewa ;
{c) Naskah-naskah perjanjian sewa menyewa antara PT. Pos
Indonesia (Persero} sebagai Pengusaha di bidang jasa Pos
{termasuk penyewaan xXotak Pos) dengan Pelanggan atau

Konsumen ;

* yoerjone Soekanto dan Sti Mamuji, Penelition Hukum Normalf Suate Tinjauan Singhal,
Penerbir Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 43.
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() Bahan-bahan yang terkait dengan materi pelaksanaan
perjanjian sewa menyewa Kotak Pos antara PT. Pos

indonesia {Persero} dengan Konsumen.

3.4.2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat
primer dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data
dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara  dengan para
pihak yang terkait dalam perjanjian sewa menyewa Kotak Pos.

Guna mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang
diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen
dan wawancara. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data
terutama ditujukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk
kategori-kategori dokumen-dokumen lain.5® Selanjutnya wawancara
sebagai alat pen§umpu1 data dilakukan dengan berpedoman kepada

daitar pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu.

3.5. Metode Analisis Data
Setelah data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui

penelitian  kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data

* Yartono Kartodirdjo, Metodologi Penelitian Masyaraket, Jakarta Oramcdia, 1933, hal, 56
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pendukung yang terkait a.kan dianalisis secara kualitatif. Analisa
kualitatif yang dilakukan di sini dengan menggunakan logika atau
penalaran untuk memperoleh pemahaman secara imperatif.
Analisis kualitatif dilakukan dalam tiga alur kegiatan yang terjadi
secara bersamaan, yaaitu pertama : reduksi data, kedua : penyajian

data dan ketiga : penarikan kesimpulan (verifikasi ).57

% Rony Hanitijo Soemitra, Kudlak TV, Kamis, 28 September 2000.
*T Soerjono Soekanto, Op. ¢it, hal. 250,
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum PT. Pos Indonesia {Persero)
4.1.1.8ejarah PT. Pos Indonesia (Persero}
a, Sejarah Pos Indonesia

Berawal dari gagasan, berkembang seiring kebutuhan, untuk

memperlancar arus surat-menyurat selama era kolonial Belanda

telah diwujudkan oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron Van Imhoff
dengan mendirikaﬁ kantor pos yang pertama di Batavia (sekarang
Jakarta) pada tanggal 26 Agustus 1746.

Setelah Kantor Pos di Jakarta didinkan, meka empat tahun
kemudian didirikan Kantor Pos Semarang dengan tujuan untuk
mengadakan perhubungan Pos yang teratur antara kedua Kantor Pos
tersebut serta untuk mempercepat pengirimannya.

Peranan Kantor Pos semakin penting dan berkembang setelah
penemuan teknologi telegrap dan telepon, sehingga dibentuk Jawatan
Pos, Telegrap dan Telepon (Jawatan PTT] berdasarkan Staablaad
Nomor 39 tahun 1906.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Perusahaan Negara

Hindia Belanda (Indische Bedrijvenwet : IBW,, sejak tahun 1907,

43
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Jawatan PIT dikelola oleh Departemen Perusahaan-perusahaan
(Departemen van Gouvernementsbedrijven). Seiring dengan tibanya
Jepang yang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia,
Jawatan PTT dibagi menurut struktur organisasi pemerintahan
militer Jepang sehingga ada Jawatan PTT Sumatera, Jawatan PTT
Jawa dan Jawatan PTT Sulawesi,

Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secara resmi pada
tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambil alihan |
Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) dari
pemerintahan militer Jepang. Dalam peristiwa tersebut gugur
sekelompok pemuda anggota AMPTT dan tanggal tersebut menjadi
tonggak sejarah berdirinya Jawatan PTT Republik Indonesia dan
diperingati setiap tahun sebagai Hari Bakti PTT dan yang kemudian
menjadi Harl Bakti Parpostel.

Perubahan status Jawatan PTT terjadi lagi menjadi Perusahaan
Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) berdasarkan Peraturan
Pemnermtah (PP) No. 240 tahun 1961.

Agar diperoleh kebebasan bergeralk lebih luas dalam
mengembangkan usaha, PN f’ostel dipecah menjadi dua badan usaha
vang berbeda, masing-masing PN Pos dan Giro dan PN

Telekomunilasi berdasarkan PP No. 29 Tahun 1965 dan PP No. 30
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Tahun 1965, Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 9 Tahun

1969, status badan usaha perusahaan negara dikelompokkan

- menjadi status, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan

Umum {Perum), Perusahaan Perseroan {Persero).

Status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perum Pos dan Giro
berdasarkan PP No. 9 Tahun 1978.58 Sehubungan dengan terjadinya
perubahan-perubahan dalam iklan usaha, status sebagai Perum
disempurnakan khususnya yang menyangkut tata cara pem;oinaan
dan pengawasan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1984. Menghadapi
pertumbuhan  dunia usaha yang semakin marak dan penuh
persaingan diperlukan penyesuaian status badan usaha yang lebih
fleksibel dan dinamis agar mampu mengembangkan pelayanan yang’
lebih baik.

Perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos
Indonesia {Persero} dilaksanakan berdasarkan PF No. 5 Tahun 19395
pada tanggal 20 Juni 1995. Dalam peraturan tersebut ditetapkan
tupuan PT. Pos Indonesia sebagai benmkut ;

Tujuan perusahaan ialah membangun, mengembangkan dan
mengusahakan pelayanan pos dan giro pos mempertinggi kelancaran

hubungan-hiubungan masvarakat untuk menunjang pembangunan

" Sejurah dan Pelayana Pos di lndonesia, PT. Pos indonesia, 1996, Hal. 26,

\UPT-PUSTAK-UNDIP
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negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan
mencapal masyarakat adil dan makmur.5®

Sedangkan lapangan usaha PT Pos indonesia ditetapkan
sebagal berikut :

Dengan mengindahkan azas-azas ekonomi serta terjaminnya
keselamatan kekayaan negara, perusahaan mengadakan usaha-
usaha sebagal berikut;®0 Ditengah terpaan gelombang globalisasi, di
fengah maraknya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pos
Indonesia tetap tegar berdiri. Perjalanan panjang pelayanan yang
diberikan, berbagai situasi dan kondisi, beraneka nuansa dan
dinamika serta perubahan demi perubahan telah dialami PT. Pos
Indonesia rentang waktu itu terakumulasi dalam sebuah pengertian,
untuk  selalu  memberikan hasil vang terbaik. Hingga nyata
kebuilvhan komunikasi masyarakat terpuaskan, dan kehadiran PT.
Pos Indonesia tak tergantikan.

Dengan semangat melayani PT Pos Indonesia mengembangkan
berbagai jenis layanan, sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan
harapan semua pihak. Didukung sebaran dua laksa titik pelayanan,
PT. Pos Indonesia siap menyampaikan amanal dimanapun anda

Dherada. PT Pos Indonesia berharap dapat hadir di hati masyarakat

¥ Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 1995 tentang PT. Pos Indonesia
" Jpid, hai. 2.
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karena Pos Indoneésia juga milik masyarakat, dan tumbuh

berkembang bersama masyarakat Indonesia.

b. Visi, Misi dan Strategi Perusahaan
1. Visi Perusahaan
PT. Pos Indonesia senantiasa berupayva untuk mejadi
penyedia -sarana komunikasi kelas dunia yang peduli terhadap
lingkungan serta didukung olg:h sumber daya manusia yang
profesional dan beri(ualitas, sehingga mampu memberikan
layanan terbaik bagi masyarakat serta tumbuh dan

berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat.

2. BMisi Perusahaan

a. Menyediakan sarana kominikasi yvang andal dan terpercava
bagi masyarakat dan pemeriniah guna menunjang
pembangunan nasional serta memperkuat kesaiuan dan
keutuhan bangsa.

b. Mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan
mutu pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan
leknologi tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan
serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi karyvawan,

pemegang saham, masyarakat dan mitra kerja.

e e - 1
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. Btrategi Pokok Pemasaran

Strategi pokok perusahaan telah disusun dengan mengacu

pada potensi dan daya yang dimiliki, serta diarahkan untuk

memberi hasil terbaik kepada Tanah Air Indonesia. Strategi

polkok perusahaan ini kemudian dengan nama CATUR SUKSES

)

1.

2.

2

]
it

APTA PEDOMAN (CSSP} yang terdiri :

Dua unsur modal dasar, yaitu kerja sama dan kesisteman.
Dua unsur strategi perusahaan, yaitu pembinaan SDM dan
neningkatan mutu pelayanan.

. Tiga unsur sasaran pokok, yaitu kepuasan pelanggan,

komitmen terhadap pelayanan urnum dan hasil terbaik.

asaran Perusahaan

Dalam mencapai langkah sirategli perusahaan yang telah

ditentukan, terutama menuju perusahaan kelas dunia, maka

perusahaan senantiasa meningkatkan mutu-mutu layanan jasa

pos dengan sasaran .

+4

L.

O]

-
RS

Kepuasan dan kesetiaan pelanggan.
. Pertumbuhan pendapatan.

Laba perusahaan




Melalui motto PT Pos Indonesia, yaitu “Untuk Anda Kami Ada” dapat
diuraikan tolak ukur sasaran yang dimaksud, yaitu :
1. Tepat Waktu (Punctual] dengan kriteria tercapainya sasaran

Walktu Tempuh Kiriman Pos [WTKP) yang telah ditentukan.

>

Tepat Sasaran (Accurate] dengan kriteria berkurangnya

keluhan/ komplain dari pelanggan.

3. Terpercaya (Reliable) dengan kriteria terjamin keamanan
kiriman pelanggan dan meningkatnya produktivi‘tas jasa .
pos.

Ketiga hal tersebut menjadi pedoman sekaligus inspirasi
bagi selufuh jajaran perusahaan dalam melaksanakan program
kerianya dengan tujuan untuk memperoleh 4 sukses, yaitu'
sulcses manajemen, sukses pelayanan, sukses peningkatan

kualitas SDM dan sukses kaderisasi.

¢. Bidang Usaha PT Pos Indonesia
Penyediaan sarana komunikasi usaha pos tidak dilepaskan
dengan perkembangan teknologi informasi, Usaha pokok yang

menjadi layanan PT. Pos Indonesia antara Lain :

S s e s e — [ — g b e
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a) Layanan Komunikasi
1. Surat Pos
Lavanan standar pengiriman berita vang tersedia di semua
kantor pos dengan tarif seragam, baik untuk perhubungan di dalam
maupun luar negeri. Klasifikasi kiriman jenis surat pos adalah surat
kilat, kilat khusus, kartu pos, warkat pos, barang cetakan, majalah,

sekogram {brailie) dan paket.

2. Express Mail Service (EMS)

Layanan cépat pengirman berita atau barang sebagai solusi
tepat kiriman pos internasional dengan fasilitas jejak lacak
merupakan suatu fasilitas dimana pengguna jasa layanan ini dapat
mengetahui mengenai keberadaan maupun status kirimannya.
Jaringan EMS tersebar luas ke dan dari 46 negara terkemuka dengan

waktu tempuh antara satu sampai tiga hari.

3. Raton
Raton pada PT. Pos Indonesia terdiri dari :
a} Ratron
Surat elektronik yang merupakan hibrida antara surat
secara fisik dengan kombinasi transmisi data melalui

jaringan komunikasi.
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b} Ratron Simpati
Layanan surat elektronik untuk berbagai ucapan simpati.

Hasil transfer data berupa pesan pribadi dalam bentuk

surat/ kartu ucaj)an akan diantarkan kepada alamat yang -

dituju. Hasil transfer data berupa copy naskah asli akan
diantarkan kepada penerima dalam sampul tertutup dengan
jaminan waktu tempuh maksimal 6 jam.
4. Surat Bisnis Elektronik
Layanan transaksi data elektronik dengan antaran fisik surat

pos. jenis layanan ini sangat tepat untuk pengiriman surat atau

berbagai jenis tagihan dalam jumiah besar sehingga merupakan cara

lain bagi korespondensi masal. Proses pekerjaan yang dapat
dilakukan olehh SBE adalah mulai percetakan, pelipatan, pemasukan
kre dalam sampul dan pengeleman yang diproses secara
komputerisasi dengan mesin berkecepatan tinggi sampai dengan
pengantaran. Layanan SBE untuk sementara ini baru terdapat di

sentral Pengolahan Pos Jakarta.

5. Wasantara-Net (W-Net)
Layanan pertukaran informasi melalui internet

merupakan cara lain berkomunikasi, baik untuk lingkup dalam
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maupun luar negeri, sebagai jaringan komunikasi nasional, W-
Net saat ini telah hadir di 26 propinsi 31 kota besar, sehingga
dengan titik layanan Wasantara-Net yang tersebar luas
memberikan dampak eﬁsieﬁ dalam mengakses informasi global.
Masyarakat dapat pula memanfaatkan W-Net melalui fasilitas
Warung Pos Internet {[Warpos-Cybercafe) yang tersedia di
kantor pos dan tempat-tempat lain yang menyediakan fasilitas

internet.

b} Layanan .Ldgistik
Layahan logistik adalah berupa paket pos. Layanan untuk
pengiriman barang dapat dilakukan di semua kantor pos baik untuk
perhubungan domestik maupun internasional. Paket pos dari cara
pengangkutannya dapat dibedakan, yaitu :
1. Paket Pos darat/ lauf untu perhubungan darat/ laut.
2. Paket Pos udara untuk perhubungan udara.
Dari jangkauan pengirimannya dibedakan :
1. Paket Pos Dalam Negeri
Paket Pos dalam Negeri ini dibedakan menjadi :
a. Paket Pos Biasa
b. Paket Pos Kilat Khusus

¢c. Paket Pos Perlakuan Khusus
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Khusus paket pos dalam negeri untuk jalur lintas Bali,
Sumatera dan Jawa, moda transportasi dilakukan oleh

armada sendiri yang disebut Armada Paket Pos {Arpak).

2. Paket Pos Luar Negeri
Paket Pos Luar Negri ini dibedakan menjadi :
a. Paket Pos Negeri Standar
1. Paket Pos Luar Negeii Non Standar

¢} Layanan Finansial
1. Wesel Pos
Layanan transfer uang merupakan cara lain berkirim

uang ke seluruh Indonesia. Terdapat dua jenis layanan yang
dapat kita gunakan dalam mengirim uang, wesel pos dalam
negeri dan wesel pos luar negeri. Untﬁk wesel pos dalam
negeri terdirl dari wesel pos dan wesel dan wesel elektronik

prima.

2. Cek Pos Wisata
Cek pos wisata merupakan salah satu dana yang
dapat digunakan untuk perjalanan karena dapat dinangkan
di semua kantor pos. Tersedia beberapa harga nominal CPW

mulai dari Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 250.000,-.
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Beberapa hotel, restoran, travel biro dan tempat-tempat

lainnya telah menerima CPW sebagai alat pembayaran.

. Giro Pos

Layanan keuangan untuk menampung penyimpanan
dan pembayaran berbagai transaksi, baik untuk pemegang
rekening perorangan maupun perusahaan atau keperluan

hisnis diseluruh Indonesia.

. Belanja Lewat Pos {BLP)

Menyadari bahwa persebaran masyarakat yang sangat
luas diseluruh Indonesia bekerja sama dengan mitra kerja
menyediakan layanan BLP (Mail Order) sebagal solusi
belanja jarak jauh berbagai produk. Manfaat bagi konsumen
adalah mendapatkan produk-produk pilihan dengan harga
yvang sélna si seluruh Indonesia. Deskripsi dan ilustrasi
produk digelar dalam | katalog/brosur yang diterbitkan
secara berkala. BLP juga .lmemberikan manfaat yéng positif
bhagi produsen, melaiui BLP dapat langsur_lg mengakses
pasar nasional tanpa harus membangun jaringan distribusi

sendiri.
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d} Layanan Keagenan
1. Tabanas

2. Takesra

(95}

. Angsuran Kredut Pensiun

he

Penjualan Benda Materai

4.2. Xotak Pos Sebagai Bagian dari Pelayanan PT. Pos Indonesia
4.2.1.Perbedaan Kotak Pos/ PO. Box dan Tromol Pos

Kotak Pos merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang
memberikan pelayanan dibidang penerimaan kiriman pos, kiriman
pos yvang dimaksud dapat berupa surat atau paket yvang tidak besar,
ukuran  bhesar vang digunakan adalah ukuran dari  besar
tempat/kkotak pos vang disediakaﬁ.

Alasan yang mendasari dibuatnya usaha dibidang pengadaan
kotak pos adalah untuk memberikan kemudahan bagi perorangan
maupun badan hukum dalam penerimaan kiriman pos maksudnya
adalah mempermudah kordinasi darl suatu kegiatan pengumpulan
surat-surat, alasan lain adalah sebagai suatu tindakan efisiensi biaya
operasional pengantaran kiriman pos, mengenai efisiensi ini perlu
diketahui bahwa kantor pos tidak berkewajiban untuk mengantar

surat-surat yang ada/telah terkumpul dalam kotak pos baik milik
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swasta maupun milik perorangan, hal ini karena kantor pos sebagai
pelaksana dari kegiatan usaha kotak pos tidak dibebankan kewajiban
mengantar tetapi hanya kewajiban menyediakan tempat bagi
datangnya surat-surat yang dituyjukan kepada penyewa kotak pos,
namun apabila dikehendaki dan diperjanjikan lain kantor pos dapat
saja mengantar surat-surat tersebut, latar belakang lain dari

diadakannya kotak pos adalah untuk menjalankan fungsi sebagai

bagian dari unit usaha/kerja PT. Pos Indonesia {Persero) dengan .

fungsi memperoleh pendapatan®!.
Secara umum Kotak Pos dapat disamakan dengan pengertian
PO. BOX, selain kotak pos yang merupakan PO. BOX pelayanan yang
sejenis juga kita kenal dengan Tromol Pos, adapun perbedaan yang
spesifik diantara keduanya adalah :
a. PO.BOX atau Kotak Pos ;
1. Terpasang secara permanen di Kantor Pos, menyatu
dengan bangunan di kantor pos ;
2. Pengambilan surat dilakukan secara langsung selama 24
(duapuluh empat) jam dengan membuka kunci PO.BOX

oleh pemegang PO.BOX;

Ylywawancara dengan bagian Hukum PT, Pos [ndonesia Kantor Wilayah Usaha 1V Semarang,
Bapek Agus Priyana. Tanggal 30 Mei 2003,




3. Hanya diperuntukkan untuk penerimaan kiriman yang

berupa surat biasa.
b. Tromol Pos ;

1. Berbentuk seperti kotak besi, disimpan dalam suatu
ruangan kantor pos dan tidak melekat pada bangunan
kantor pos, namun bzarada di dalam bangunan yang tidak
mesti adalah kantor pos;

2. Pembukaan Tromol Pos dilakukan ditempat dimana
kunci tromol disimpan dan tidak harus berada di kantor

POS; -

(ud

. Petugas kantor pos terbatas hanya memasukkan surat

atau paket ke dalam Tromol Pos.

4.2.2.Prosedur Penyewaan Kotak Pos

Karena kotak pos merupakan suatu bagian kegiatan usaha dari
PT. Pos Indonesia {Persero), maka didalamnya terdapat beberapa
ketentuan-ketentuan penting antara lain adalah mekanisme atau
prosedur untuk menjadi penyewa dari kotak pos,

Secara umum untuk penyewa kotale pos dapat sebagai
perorangan maupun bad;m hukum {perusahaan), bagi perorangan

diharuskan memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku,




Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik perorangan maupun badan
hukum serta Surat Keterangan Perusahaan untuk Perusahaan®?.
Selanjutnya perorangan maupun perusahaan yang
berkehendak menyewa kotak pos diharuskan membuat Surat
Permohonan menyewa Kotak Pos yang diikut sertakan Surat
Pernyataan kesanggupan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu
sesuai dengan yang dinginkan oleh pihak PT. Pos Indonesia {Persero).
Blanko permohonan maupun blanko surat pernyataan dibuat
secara baku/standart oleh PT. Pos Indonesia {Persero} dan berlaku
sama secara luas di kantor-kantor pos pelaksana kotak pos.
Persyaratan lain sebagai prosedur adalah kesanggupan dari
penyewa untuk membayar biava sewa secara rulin dengan memilih

pembayaran perbulan atau pertahun.

“Wisvvancara dengan bagian Hukum PT, Pos Indonesta Kantor Wilayah Usaha 1V Semarang.
Bapak Agus Priyana. Tanggal 30 Mei 2003,
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4.2.3.Fasilitas yang Diberikan Kepada Penyewa Kotak Pos

Kegiatan usaha kotak pos oleh PT. Pos Indonesia (Persero)

dimungkinkan dilaksanakan dengan beberapa fasilitas yang akan

diberikan kepada pihak penyewa kotak pos, fasilitas ini dimaksudkan

sebagai daya tarik untuk menjadi anggota pelanggan dari komunitas

kotak pos.

Adapun fasilitas-fasilitas yang diberikan kepeda penyewa kotak

pos adalalh :

1.

Dimungkinkan permintaan nomor cantik yang khusus

dimintakan oleh konsumen;

. Adanya flexibilitas cara pembayaran sewa yang konsumen

dapat memilih pola bayar perbulan atau pertahun, serta
adanya flexibilitas terhadap jangka waktu sewa;

Adanya jaminan terhadap kerahasiaan nomor Kotak Pos yang
diminta oleh pihak penyewa, kerahasiaan nomor ini terkadang
ceniderung | digunakan oleh penyewa sebagai bagian dan

perlindungan privacy penyewa itu sendiri, namun disisi lain

.jaminan kerahasiaan ini berhadapan langsung dengan

tanggungjawab publik bagi PT. Pos Indonesia apabila dalam
pengoperasian kotak pos ada pihak yang mengeluh dirugikan

nleh salah satu pihak penyewa, dimana satu sisi PT. Pos




4.3.

Indonesia dalam hal ini adalah Kantor Pos per}yelenggara. kotak
pos di tempat | tersebut tidak Dbertanggungjawab terhadap
kerugian pihak ketiga tersebut, sisi lainnya kantor pos mesti
berkewajiban mengungkapkan identitas penyewa kepada pihak
berwajib karena adanya pengaduan kerugian dari pihak ketiga,
sedangkan pada sist lainnya lagi PT. Pos Indonesia juga hartus
melindungi kerahasiaan dari pihak penyewa.

Dalam konteks masalah di atas perﬁu adanya sikap analitis
kritis dari kantor pos pelaksana dengan berpedoman pada isi
dari perjanjian sewa menyewa kotak pos dan isi dari surat
pernyataan penyewa.

Adanya kemudahan untuk pengambilan surat yang masuk

dalam kotak pos selama 24 jam.

Wanprestasi dan Akibat-akibatnya Bagi Para Pihak

Dalam operasional kotak pos menyangkut pelaksanaan hak

dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu konsumen dan kantor

pos pelaksana kotak pos tidak terlepas dari bentuk-bentuk cidera

janji atau wanprestasi.

Dalam hal debitur atau penyewa kotak pos tidak memenuhi

prestasi sama sekali, contohnya misalkan tidak dilaksanakannya isi
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perjanjian berupa pernyataan peruntukan yang sebenarnya dari
fungst kotak pos tersebut atau tidak dilaksanakannya pembayaran
sewa.

Debitur terlambat memenuhi prestasi contochnya seperti jatuh
tempo tagihan yang dipilih {perbulan/pertahun] namun tepat pada
tanggal tersebut debitur tidak menyelesaiakn pembayaran sewa kotak
pos, namun diselesaikan oleh debitur pada bulan berikutnya setelah
adanya konfirmasi atau surat teguran dari PT. Pos Indonesia.

Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya adalah
dimana prestasi debitur diberikan hanya sebagian dari besaran
prestasi yang harus diberikan kepada PT. Pos Indonesia.

Namun perlu mendapat perhatian, bahwa wanprestasi itu tidak
dengan sendirinya ada, melainkan harus dinyatakan dahulu bahwa
debitur/penyewa itu lalai, pernyataan lalai itu disebut ingebreke
stelling atau sommatie.

ingebreke stelling atau <comumatie ialah pemberitahuan atau
pernyataan dari kreditur kepada debitur yang Lerisi ketentuan bahwa
kreditur menghendaki pemenuﬁan prestasi seketika itu dalam jangka
waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu, atau
dengan kata lain pada pokoknya hutang itu harus ditagih terlebih

dahuly.




Penagihan atau upaya menagih prestasi tersebut merupakan
suatu upaya hukum untuk menentukan saat kapan mulai terjadinya
wanprestasi, biasanya upaya ini dilakukan pada saat-saat PT. Pos
Indonesta akan memutuskan perikatan yang dibuat antara PT. Pos
Indonesia dengan Konsumen.

Sebaliknya hal tersebut tidak akan dilakukan apabila ;

- sebelum diadakan teguran penyewa sudah mengalkui
kesalahannya, vang ditandai surat pernyataan secara tertulis .
serta kesediaan kapan akan menyelesaikan kewajibannya.

- Keadaan penyewa memang telah ditentukan olah Undang-
undang atau peraturan lain, misalkan; penyewa tidak dapat
menyelesaiakan prestasinya karena keadaan usahanya telah

dinyataklan pailit.

4.3.1. Bentuk-bentuk Wanperstasi dan Penyelesaian Sengketa
Wanprestasi
Adapun bentuk-bentuk dari tindakan wanprestasi yang
dilakukan dapat berupa 83,
a. Pengiriman suratl berantai, surat kumpul {surat yang ditujukan

kepada alamat tertentu dengan mewajibkan kepada penerima

“wawancara dengan bagian Hukum PT. Pos Indonesia Kantor Wilayah Usaha 1V Semarang,
Bapak Agus Privana. Tanggal 30 Mei 2003,
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untuk mengirimkan surat kembali dalarn jumlah tertentu atas
surat yang diterima sebelumnya).

b. Surat lamaran kerja dengan mewajibkan pelamar mengirim

permohonan lamaran kerja dengan melampirkan prangko

bhalasan atau beberapa helaiu materai.

PT. Pos Indonesia dalam menyikapi tindakan wanprestasi dari
konsumen selain dengan memberikan sommatie atau
teguran/peringatan dalam hal ini PT. Pos Indonesia juga bertindak
aktif dengan mengganti kunci Box surat dengan yang baru, hal ini
merupakan salah satu tindakan sanksi dari PT. Pos Indoesia kepada
konsumen atau penyewa yang wanprestasi.

Apabila tindakan wanprestasi menjadi masalah maka dapat
ditempuh dua langkah penyelesaian yaitu kekeluargaan dengan
musyawarah dan penyelesaian melalui proses pengadilan.

Selama ini jalan musyawarah yang banyak ditempub, tetapi
untuk beberapa kasus yang besar misalkan adanya penggunaaﬁ
sarana Kotak Pos untuk kegiatan yang berdampak pidana berupa
tindakan yang- merugikan orang lain seperti menjadikan kotak pos
sebagai tempat menampung surat lamaran fiktif yang membebankan

perangko, surat arisan berantai sampai kasus hacker.
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Dari beberapa kasus di atas pencurian lewat internet atau
hacker masih dianggap sebagi bentuk tindakan wanprestasi dari
penyewa yang paling banyak dilanjutkan ke pengadilan, kasus-kasus
berorintasi pidana yang lain diseleséiaka.n dengan musyawarah.

Penyalahgunaan fungsi kotak pos juga membawa akibat secara
langsung pada masyarakat secara umum yang menganggap
penyalahgunaan kot_ak pos adalah bagian dari kebijakan PT. Pos
Indonesia untuk meningkatkan penjualan benda pos. Namun bagi
pelanggan intelektual penyalahgunaan ini dipahami dilakukan oleh
oknum tertentu untuk tujuan tertentu®+.

Kondisi penyalahgunaan kotak pos seperti kasus lowongan
kerja dengan penyertaan perangko, dipandang sebagai suatu
perbuatan pelanggaran fﬁngsi kotak pos yang ringan, sehingga
peneguran kepada pelanggan tidak pernah dilakukan oleh PT. Pos

Indonesia.

“wawancara dengan Bapak Stcfanus Hermawsn pada tanggal 3 Juni 2003,
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4.4. Pengawasan PT. Pos Indonesia (Persero) Terhadap

Penggunaan Kotak Pos

4.4,1.Pengawasan Melalui Pembatasan Hak dan Kewajiban Pihak

Penvewa

PT. Pos Indonesia tetap berupaya memberikan pelayanan yang
terbaik dengan mengusahakan beberapa tindakan preventatif guna
melindungl masyarakat dari penyalahgunaan fungsi kotak pos yang
sebenarnya.

Tindakan-tindakan pembatasan hak dan kewajiban tersebut
tersebut berupa ;

1. Mensyaratkan kepada setiap penyewa untulk mengajukan surat
permohonan dan surat pernyataan yang memuat tujuan atau
fungsi kotak pos tersebut bagi penyewa.

2. Membuat pernyataan untuk menggunakan kotak pos sesuai
peruntukan dengan sanksi-sanksi.

3. Meberikan kewajiban untuk mengambil kiriman/mengecek
kiriman minimal satu minggu sekali .

4. Kotak pos hanya dibatasi untuk penerimaan yang ukurannya
kecil atau bisa masuk dalam kotak pos.

5. Tidak adanya kewajiban bagi PT. Pos Indonesia atas

penyalahgunaan pemanfaatan kotak pos
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Cara lain - adalah diberikannya kekuasaan‘ oleh
konsumen/penyewa kepada PT. Pos Indonesia dalafn hal ini
dilaksanakan oleh Kantor Pos pelaksana pelayanan Kotak Pos lewat
karyawan kantor pos tersebut untuk memasukkan secara langsung
atas kiriman ke kotak pos.

Tindakan tersebut di atas dimaksudkan sebagai suatu kontrol
terhadap penggunaan kotak pos tersebut, kontrol ini dapat
mengungkapkan jenis-jenis surat yang diterima oleh penyewa serta .
klasifikasi tempat pengirim surat tersebut.

Dari identifikasi di atas guna menembangkan fakta ada atau
tidaknya barang—bar_ang te;rlara_ng atau kegiatan-kegiatan terlarang
yang dapat merugikan masyarakat umum atau bakan merupakan'

tindakan penipuan.
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4.4.2.Tindakan-tindakan Hukam PT. Pos Indonesia Terhadap
Penyalahgunaan Kotak Pos
Apabila diketahui lewat kontrol pengawasan atau lewat adanya
laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan terhadap
penyewa yang berkaitan digunakannya fasilitas kotak pos untuk
kegiatan kejahatan, maka seketika itu juga PT. Pos Indonesia dalam

hal ini adalah Kantor Pos penyelenggara pelayanan Kotak Pos akan

bertindak lewat konsepsi kebijakan PT. Pos Indonesia yaitu apabila

tindakan pelanggaran penggunaan kotak pos mengarah pada
perbuatan pelanggaran hukum maka PT. Pos Indonesia/Kantor Pos
penyelenggara altan melaporkan kepada pihak yang berwajib yang

ditindaklanjuti dengan pembekuan kotak pos tersebut.

4.5, Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kotak

Pos

Adapun klasifikasi dari PT. Pos Indonesia terhadap kelayakan

Kantor Pos untuk menjadi penyelenggara kegiatan usaha Kotak Pos
adalah ;
1. Kantor Pos yang statusnya sebagai KPRk,

2. Kantor Pos tersebut harus berada di Ibukota Kabupaten, atau

tempat yang potensial,




3. Kantor Pos tersebut memiliki kelangkapan kotak pos yang
citkup dan memadai.
Tanpa syarat-sayarat tersebut maka kantor pos tidak dapat
menjalankan usaha kotak pos.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian
terdahulu, bahwa secara konsepsional perjanjian sewa menyewa
kotak pos antara PT. Pos Indonesia yang diselenggarakan oleh kantor
Pos penyelenggara tunduk pada hukum Perjanjian yang di atur -
dalam Buku III KUHPerdata.

Perjanjian yang akan digunakan dalam Buku Il lebih spesifik
adalah perjanjian sewa menyewa untuk obyek Kotak Pos, dengan
sibyek adalah PT. Pos Indonesia dan Konsumen.

Aspek hukum yang timbul adalah sewa menyewa, sehingga
apabila membicarakan tentang kajian hukumnya maka persoalan
vang muncul adalah mengenai tangungjawab serta hak akibat
dibuatnya perjanjian sewa menyewa tersebut.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata ;

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dergan undang-undang
berlaltu sebagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

ditentukan oleh undang-undang.
Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
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Dari landasan pasal di atas maka jelaslah bahwa perjanjian sewa
menyewa kotak pos antara PT, Pos Indonesia dengan konsumen
sebagai pihak penyewa 1ﬁengikatkan para pihak terhadap syarat-
syarat yang telah mereka setujul.

Selain menyangkut persetujuan terhadap syarat-syarat umum,
juga menyangkut persetujuan terhadap syarai-syarat khusus,

perjanjian  sewa menyewa kotak pos secara umum harus

mengindahkan aturan sewa menyewa vaitu mengenai ketentuan sewa

menyewa seperti yang di atur dalam Buku III KUHPerdata Bab IV
Tentang Sewa menyewa, menyangkut hak dan kewajiban yang
muncul perlu dimengerti secara umum dan benar konsepsi dari Pasal
1556 KUHPerdata ;

“pihak vang menyewakan tidak wajib menjamin penyewa terhadap
rintangan dalam merintangi dalam menikmati barang sewa yang
dilakukan oleh pihak ketiga tanpa berdasarkan suatu hak atas
barang sewa itu, hal ini tidak mengurangi hak penyewa untuk
menuntut sendiri orang itu”.

Dari ketentuan ini nampak bahwa penyewa tidak dapat dituntut
apabila munculnya pihak ketiga yang merintangi penggunaan benda
yang disewa oleh penyewa, dengan catatan pihak ketiga tersebut
merintangi penggunaan hak sewa ini tidak didasarkan alas hak,

dengan tidak adanya kebenaran alas hak mengindikasikan secara

hukum bahwa persoalan yang muncul bukan karena perbuatan
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penyvewaan yang dilakuken oleh pemilik sewa tetapi merupakan
gangguan internal penyewa dengan pihak ketiga.

Dari gambaran kasus ini terlihat adanva indikasi dapatnya
pihak ketiga atau masyarakat yang karena suatu penipuan yang
dilakukan oleh pihak penyewa kotak pos, meminta pihak kotak pos
untuk membekukan atau memutuskan perjanjian sewa menyewa
kotak pos yang telah ada/berlangsung.

Konteks kasus di atas memiliki pertimbangan ;

1. Dasar pijakan Pasal 1338 KUHPerdata;

2. Pasal 1579 KUHPerdata “Pihak yang menyewakan tidak dapat
menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai
sendirl barangnya yang disewakan, kecuali jika telah
diperjanjikan sebaliknya”;

Namun perlu juga dipahami dasar dari pikiran Pasal 1559
KUHPerdata :

“Penyewa tidak di izinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang
yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, atas
ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya,
kerugian dan bunga ;sedangkan pihak yang menyewakan setelah
pembatalan itu, tidak wajib mentaati persetujuan ulang sewa itu”
jadi secara umum bahwa pembatalan perjanjian dapat saja terjadi

apabila adanya ketentuan yang disepakati dilanggar oleh si penyewa,

ketentuan ini adalah teramasuk larangan penggunaan barang sewa

(UPT-PUSTAK-UNDIP

i
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untuk kegiatan-kegiatan yang diklasifikasikan tindak kejahatan,
tindakan tersebut dapat dikatakan penyalahgunaan kotak pos.

Perjanjian sewa menyewa kofak pos memberikan hak kepada

Kantor Pos penyelenggara berupa penerimaan sejumlah uang sewa,
berikut hak melakukan pengawasan terhadap penggunaan kotak pos
tersebut, juga memberikan kewgjiban yaitu menjaga kerahasiaan
atau melindungi privacy dari penyewa.
Bagi penyewa diberikan hak untuk menggunakan kotak pos sesuai .
dengan jangka waktu sewa yang dimiliki/telah dibayar, adanya hak
untuk dilindungi kerahasiaannya dan kewajibanya adalah membayar
sejumlah uang sewa, menggunakan kotak pos sesuai dengan
fungsinya sewaktu didaftarkan permohonan penjrewaannya,

Apabila salah satu pihak melanggar kepntingan atau hak pihak
lain tanpa adanya dasar tindakan yang jelas maka pihak yang
melanggar tersebut dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa
kotak pos serta berhak menuntut ganti rugi karena adanya akibat
kerugian yang timbul dari tindakan ceroboh tersebut.

Perjanjian sewa menyewa kotak pos jelas memiliki aspek
hukum, karena akibat dari penyalahgunaan kotak pos yang secara
kualitas dan kuantitas makin meningkat maka perlu suatu

modifikasi terhadap mekanisme pendaftaran awal bagi pemohon
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kotak pos, hal iml dimaksudkan untuk memperjelas dorusili dari
penyewa kotak pos, guna mempermudah mencari untuk meminta
tanggungiawab secara hukum kepada penyewa akibat
penyalahgunaan fungsi kotak pos tersebut.

Sangat disayvangkan pertanggungjawaban dari konsumen
terhadap penyalahgunaan kotak pos sebatas sebagai
pertanggungjiawaban kepada pihak lain yang dirugikan, kantor pos
sebagai pemilik barang sewa tidak pernah beritikad melakukan
penunfutan, hal ini merupakan garis kebijakan dari PT. Tos
Indonesia, yang sekiranya menurut hemat penulis mesti

dipertimbangkan berupa tindakan aktif dengan turut meminta

pertanggungjawaban pihak penyewa atas penyalahgunaan fungsi

lkotak pos tersebut.
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BAB V

PENUTUP

Hesimpulan.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut ¢

1.

Kotak pos dapat disewa untuk perorangan maupun untuk
Badan Hukum, secara singkat prosedur penyewaan kotak pos
dimulai dengan menyiapkan kelengkapan Xartu Tanda
Pendudult dan NPWP untuk perorangan maupun untuk
perusahaan atau Badan Hukum ditambah dengan surat
keterangan perusahaan, mengisi surat permohonan menyewa
kotak pos dan menandatangani pernyataan penggunaarn kotak
pos serta membayar biaya sewa baik dengan bulanan maupun

secara tahunan.

. Apabila terjadi wanprestasi oleh para pihak, maka perjanjian

dapat diminta untuk dibatalkan dan i)ihak yang merasa
di.%ugikan dapat‘ meminta ganti rugl kepada pihak yang
wanprestasi, tindakan wanprestast yang dilakukan oleh
penyewa setelah dilakukan teguran oleh PT. Pos Indonesia

selanjutnya dapat dilakukan dengan mengganti kunci Box
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Kotak pos, sehingga penyewa yang wanprestasi kehilangan hak
penglasaannya terhadap kotak pos tersebut.

PT. Pos Indonesia lewat perjanjian sewa menyewa dan ikrar
pernyataan yang dibuat oleh penyewa memberikan hak
kepadanya {PT. Pos Indonesia} untuk melakukan pengawasan
berupa tindakan mmemberikan izin kepada petugas kantor pos
untuk memasukkan secara langsung atas kiriman ke kotak

pos.

Saran

Dari pembahasan di atas dan kesimpulan yang ditarik maka

dapat direkomendasikan saran-saran sebagaia berikut :

1.

_t\'_)

Kiranya dalam prosedur pendaftaran dilengkapi lagi dokumen
tambahan lain berupa dokumen penunjuk identitas atau
dokumen penjamin personal penyewa, guna Kepentingan
kemudahan menuntut dari kemungkinan penyelewengan
fungsi kotak pos yang mengarah pada tindak kejahatan.

PT. Pos Indonesia sebaiknya lebih mempertegas klausula
perjanjian sewa menyewa kotak pos dan membuatnya dalam
bentuk format perjanjian yang lebih jelas agar mudah melihat

hal-hal vang menjadi hak konsumen dan kewajiban PT. Pos

i e——— .. B T
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Indonesia dan sebaliknya, format baku yang dibuat sekarang
tidak nampak isi dari ketentuan-ketentuan yang dapat
membatalkan perjanjian, hal-hal yang harus dihindari serta
indikasi adanya suatu kerugian yang diderita oleh pihak-pihak

dalam perjanjian tersebut.

e e e A e g e b e



RINGKABSAN
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PERDGAGUILUAN,

1.1, imtar Relakang.

Secara spesifikasi usaha Kantor Pos 'meiayani-kegiatan surat-
menyurat, pengiriman dan penerifnaan paket, }f}engiriman dan
penerimaan wesel pos dan penjualan benda-benda pos seperti
pranglko, materai, kartu pos, dan benda-benda lainnya, bahkan
dalam perkembangan kedepan orientasi kerja dari PT.Pos Indonesia
akan diperiuas dan disesuaikan dengan tuntutan dan kepentingan
masyarakat setempat.

PT. Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara
vang pada awalnya di dirikan di Batavia pada tanggal 20 agustus
1746 pada masa Gubernur Jenderal G.W. Baron Van Imhoff, dalam
perjalanan sejarahnya PT. Pos Indonesia (Persero] telah mengalami
beberapa perubahan, yang terakhir dengan mengubah Perum Pos
dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor. 5 tahun 1995 pada tanggal 20 juni 1995,
perubahan ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja
kerja berupa pelayanan pada masyarakat di bidang surat-menyurat

yang menjadi bidang usaha dari PT.Pes Indonesia.
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Seiring dengan perubahan status PT. Pos Indonesia dari
Perusshaam Umum menjadi Persero maka dari segi pelayane]m
diharapkan dapat meningkat, peningkatan kearah pelayvanan
tersebut, telah menjadi komitmen olehh PT.Pos Indonesia (Persero)

terlihat dengan diperbanyaknya/diperluasnya bidang usaha dari PT.

Pos Indonesia yang antara lain :

1. Layanan di Bidang Komunikasi,
2. Layanan Logistik,

3. Layanan Finasial,

4. Layanan Keagenan.

Jenis pelayanan lain yang dapat dikategorikan dalam pelayanan
logistil adalah pelayanan berupa penyediaan Kotak Pos {Pos box).

Kotak pos hadir sebagai bagian dari pelayanan PT. Pos
Indonesia dengan pelayanan berupa kotalk penyimpanan surat yang
mengatasnamakan seseorang/instansi swasta maupun pemerintah
sebagal penyewa, sehingga menjamin privacy dari seseorang/instansi
tersebut, dari pandangan secara umum ferhadap tujuan surat yang
dileirim.

Pada perkembangan sekarang tujuan dan fungsi dari Kotak
Pos berpeluang mengarah kepenggunaan oleh oknum yang tidak

hertangzungjawab, dengan menggunakan celah hukum jaminan
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privacy vang dipercleh dari sewa menyewa kotak pos oleh kantor Pos

setempat.

Tindakan

-tindakan yang tidak bertanggungiawab tersebut

mulat dari yang tidak berakibat merugikan orang lain samapai pada

akihat yvang paling buruk adalah tindakan pidana berupa penipuan-

penipuan seperti Lowongan kerja fiktif yang mencoba mengambil

keuntungan  dari

lkerja /pelamar,

sesuatu  yang diminta dart calon tenaga

bisa berupa benda-benda pos atau wesel/kiriman .

sejumlah uang) atau tindakan pencurian yang sekarang lagi trend

yaitu pencurian lewat internet.

Terlepas

dari kelemahan diberikannya celah fasilitas

perlindungan kerahasiaan terhadap pemilik Kotak Pos, PT. Pos

Indonesia juga
menjamin tidak
hukum yang
lkepentingan d
pemberi sewa
kegunaan dan
Penvewa.

Meneroba

dalam suatu perjanjian sewa menyewa sebatas hanya
. bertanggungjawab terhadap kerugian dan tindakan
dilakukan oleh penyewa Kotak Pos dalam artian
an kedudukan PT. Pos Indonesia hanya sebagal
Kotak Pos dan tidak bertanggungjawab terhadap

peruntukan dari Kotak Pos tersebut oleh Pihak

s dilema dari perjanjian sewa menyewa kotak pos

tersebut, PT. Pos Indonesia memberikan kemungkinan pemeriksaan
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penggunaan Kotak Pos oleh pihak penyewa, dan penekanan terhadap
fungsi disewanya kotak pos oleh pihak penyewa, namun pada
perjanjian selanjutnya dinyatakan bahwa PT. Pos Indonesia sebagai
pemilik Kotak Pos tidak bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan
Kotak Pos.

Memperhatikan tingginya tingkat kwalitas dan kuantitas tindak

kejahatan pada umumnya dan makin maraknya penggunaan kotak

Pos untuk tujuan-tujuan yang tidak bertanggungjawab, kiranya .

sangal penting untuk mempelajari dan menyusun lagi langkah-
langkah strategis sebagai pengujian klasifikasi dan validitas data
pihalk penvewa untuk melengkapi prosedur sewa menyewa kotak pos,
disamping itu penting untuk menegaskan batas-batas hak dan
tanggungjawab dari pithak penyewa sehingga memungkinkan pihak
pemberi sewa juga melaksanakan tanggungjawab publiknya sebagai
tindakan preventatif dari kemungkinan penyalahgunaan fasilitas
miliknya oleh pihak penyewa.

Hal yang juga perlu dipikitkan adalah kemungkinan
pengawasan dalam bentuk bagaimana yang panfas dan tepat
dilakukan, tentu dengan tetap berorientasi dan memperhatikan

kerahasiaan dari penyewa Kotak Pos, karena memang tujuan dari




sewa menyewa Kotak Pos ini memberikan dayz tarik dari segl

jaminan kerahasiaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum menjadi Persero, PT. Pos Indonesia berstatus Perum
Pos dan Giro setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tatiun 1995 Perum Pos dan Giro berubah statusnya menjadi PT. Pos
Indonesia (persero) dengan tujuan perusahaan ialah membangun,
mengembangkan dan mengusahakan pelayanan Pos dan Giro pos,
guna mempertinggi  kelancaran hubungan-hubungan untuk
menuniang pembangunan negara dalam rangka meningkatkan
Ketahanan Nasional dan mencapal masyarakat adil dan makmur.

Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
mengawali Kketentuan Buku I Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, dengan meﬁyatakan bahwa “Perikatan lahir karena suatu
persetujuan atau karena Undang-undang.”

Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam Pasal
1234 Kitab Undang—undang Hukum Perdata dikatakan bahwa
“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”
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Dari kedua rumusan sederhana tersebut dapat dikatakén
bahwa perikatan melahirkan “kewajiban”, kepada orang perorangan
atau pihak tertentu, yang dapat berwujud dalam salah satu dari tiga
bentuk berikut, yaitu : |
1. Uniuk memberikan sesuatu ;

2. Untuk melakukan sesuatu dan ;
3 Untuk tidak melakukan suatu tertentu.

Sewa menyewa adalah suatu. perjanjian dengan mana pi_hakl
yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak
yang lainnya kenikmatan dari sesuétu barang, selama suatu waktu
tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang
tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianltah
definisi yang diberikan oleh Pasal 1548 B.W. mengenai perjanjian
sewa menyewa. |

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangﬁya
untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak
yang terakhir ini .adalah membayar “harga sewa’. Jadi barang
diserahlkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi
hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian
maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka

atas barang yang disewa itu.
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METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Dengan
pendekatan yang bersifat yuridis empiris dimaksudkan untuk dapat
memahami pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Kotak Pos.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat

penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi
data yang seteliti mungkin tentaﬁg suatu keadaan atau gejala-
gejala lainnya.,

Populasi penelitian yvang bersifat penelitian lapangan ialah
segala informasi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan sewa
menyewa Kotak Pos antara PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai
Perusahaan yvang bergerak di bidang pelayvanan Pos dan Giro dengan
Konsumen/pelanggan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor : 5 Tahun 1995 tentang perubahan Perum Pos dan Girb
merjadi PT.Pos Indonesia [Persero). |

a. Penentuan Sampel Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan diakukan pada PT. POS
INDONESIA Kantor Wilayah Usaha POS IV Jalan

Sisingamangaraja No. 45 Semarang.
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b. Penentuan Sampel Responden
\

Dalam rangka usaha mencari kejelasan permasalahan
yang dibahas, .maka dipandang perlu untuk menggali
informasi yang berupa pendapal atau tanggapan dari pai‘a
oihak yang erat terkait dengan pelaksanaan sewa menyewa
Kotak Pos antara PT.Pos Indonesia dan Konsumen.

Para pihak vang terkait dengan pelaksanaan sewa
menvewa Kotak Pos adalah :

a. Pengurus perusahaan PT. Pos Indonesa (Persero)
Kantor Wilayah Usaha Pos IV Semarang, atau yang
berhak mewakili dari devisi Hukum dan devisi
Administrasi.

b. Konsumen pada berbagai segn‘xentési » Bisnis dan
Umum.

Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian  ini
adalah purposive sampling (sample bertujuan,

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data

sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan
dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi

kepustakaan dan studi lapangan.

e e e e T T A g




39

Setelah  data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui
penelitian  kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data
pendukung vang terkait akan dianalisis secara kualitatif. Analisa
kualitatifl yang dilakukan di sini dengan menggunakan logika atau

penalaran untuk memperoleh pemahaman secara imperatif.

HASBIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berawal dari gagasan, berkembang seiring kebutuhan, untuk

memperlancar arus surat-menyurat selama era kolonial Beland.a
telah diwujudkan oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron Van Imhoff
dengan mendirikan kantor pos yang pertama di Batavia {sekarang
Jakarta) pada tanggal 26 Agustus 1746,

Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secafa resmi pada
tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambil alihan
Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) dari
pemerintahan militer Jepang. Dalam peristiwa tersebut gugur
sckelompok pemuda anggota AMPTT dan tanggal tersebul menjadi
tonggak sejarah berdirinya Jawatan PTT Republik Tndonesia dan
diperingali setiap tahun sebagai Hari Bakti PTT dan yang kemudian

renjadi Hari Bakti Parpostel.
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Perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pes
Indonesia [Persero) dilaksanakan berdasarkan PP No. 5 Tahun 1965
pada tanggal 20 Juni 1995, Dalam peraturan tersebut ditetapkan
tujuan PT. Pos Indonesia sebagai berikut ;

Tujuan perusahaan ialah membangun, mengembangkan da:n
mengusahakan pelayanan 'pos dan giro pos mempertinggi kelancaran
hubungan-hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan
negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan
mencapal masyarakat adil dan makmur.

Secara umum Kotak Pos dapat disamakan dengan pengertian
PO. BOX, selain kotak pos yang merupakan PO. BOX pelayanan yang
sejenis juga kita kenal dengan Tromol Pos, adapun perbedaan yang
spesifik diantara keduanya adalah :

a. PO.BOX atau Kotak Pos :
1. Terpasang secara permanen di Kantor Pos, menyatu
dengan bangunan di kantor pos ;
2. Pengambilan surat dilakukan secara langsung selama 24

{duapuluh empat) jam dengan membuka kunci PO.BOX

oleh pemegang PO.BOX;

(o8

Hanya diperuntukkan untuk penerimaan kiriman yang

berupa surat biasa.

T S e R e




a1

b, Tromol Pos ;

1. Berbentuk seperti kotak besi, disimpan dalam suatu
ruangan kantor pos dan tidak melekat pada bangunan
kantor pos, namun berada di dalam bangunan yang' tidak
mesti adalah kantor pos;

2. Pembukaan Tromol Pos dilakukan ditempat dimana
kunci tromol disimpan dan tidak harus berada di kantor
Pos;

. Petugas kantor pos terbatas hanya memasukkan surat

w

atau paket ke dalam Tromol Pos.

Secara umum untuk penyewa kotak pos dapat sebagai

perorangan maupun badan hukum (perusahaan), bagi perorangan
diharuskan memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku,
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik perorangan maupun badan
hukum serta Surat Keterangan Perusahaan untuk Perusahaan.
Adapun bentuk-bentuk dari tindakan wanprestasi yang
dilakukan dapat berupa;
a. Pengiriman surat berantai, surat kumpul (surat yang ditujukan
kepada alamat tertentu dengan mewajibkan kepada penerima
untuk mengirimkan surat kembali dalam jumlah tertentu atas

surat yang diterima sebelumnya}.
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b. Surat Iamaran_ kerja dengan mewajibkan pelamar mengirim
permohonan lamaran kerja .dengan melampirkan prangko
balasan atau beberapa helaiu materai.

PT. Pos Indonesia dalam menyikapi tindakan wanprestasi dari
konsumen selain dengan memberikan sommatie atau
teguran /peringatan dalam hal ini PT. Pos Indonesia juga bertindak
aktif dengan mengganti kunci Box surat dengan yang baru, hal ini
merupakan salah satu tindakan sanksi dari PT. Pos indoesia kepada
konsumen atau per.yewa yang wanprestasi.

Apabila tindakan wanprestasi menjadi masalah maka dapat
ditempuh dua langkah penyelesaian yaitu kekeluargaan dengan
musyawarah dan penyelesaian melalui proses pengadilan.

Penyalahgunaan fuﬁgsi kotak pos juga membawa akibat secara
langsung pada masyarakat secara umum yang menganggap
penyalahgunaan kotak pos adalah bagian dari kebijakan PT. Pos
Indonesia untuk meningkatkan penjualan benda pos. Namun bagi
pelanggan intelektual penyalahgunaan ini dipahami dilakukan oleh
oknum tertentu untuk tujuan tertentu.

PT. Pos Indonesia. tetap herupaya memberikan pelayanan yang

terbaik dengan mengusahakan beberapa tindakan preventatif guna
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melindungi masyarakat dari penyalahgunaan fungsi kotak pos yang

sebenamya,

Tindakan-tindakan pembatasan hak dan kewajiban tersebut

tersebut berupa ;

1.

Mensyaratkan kepada setiap penyewa untuk mengajukan surat
permohonan dan surat pernyataan yang memuat tujuan atau

fungsi kotak pos tersebut bagi penyewa.

. Membuat pernyataan untuk menggunakan kotalk pos sesuai

peruntukan dengan sanksi-sanksi.
Meberikan kewajiban untuk mengambil kiriman/mengecek

kiriman minimal satu minggu sekali .

. Kotak pos hanya dibatasi untuk penerimaan yang ukurannya

kecil atau bisa masuk dalam kotak pos.

. Tidak adanya kewajiban bagi PT. Pos Indonesia atas

penyalahgunaan pemanfaatan kotak pos

Apabila diketahui lewat kontrol pengawasan atau lewat adanya

laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan terhadap

penyewa yang berkaitan digunakannya fasilitas kotak pos untuk

kegiatan kejahatan, maka seketika itu juga PT. Pos Indonesia dalam

hal ini adalah Kantor Pos penyelenggara pelayanan Kotak Pos akan

bertindak lewat konsepsi kebijakan PT. Pos Indonesia yaitu apabila
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tindakan pelanggaran penggunaan kotak pos mengarah pada
perbuatan pelanggaran hukum maka PT. Pos Indonesia/Kantor Pos
penyelenggara akan melaporkan kepada pihak yang berwajib yang
ditindaklanjuti dengan pembekuan kotak pos tersebut.

Perjanjian sewa menyewa Kkotak pos jelas memiliki aspek
hukum, karena akibat dari penyalahgunaan kotak pos yang secara
kualitas dan kuantitas makin meningkat maka perlu suatu
modifikasi terhadap mekanisme pendaftaran awal bagi pemohon
kotak pos, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas domisili dari
penyewa kotak pos, guna mempermudah mencari untuk meminta
tanggungjawab secara  hukum kepada  penyewa  akibat

penyalahgunaan fungsi kotak pos tersebut.
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